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ABSTRAK 

 
 
 
Nama 
 

: Febriana Feramitha 

Program Studi 
 

: Magister Kenotariatan 

Judul : PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN 
PERSEROAN TERBATAS BERKENAAN DENGAN 
PENERAPAN KETENTUAN PASAL 2 UU NO. 
40/2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS  

 
 
Tesis ini membahas mengenai peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian 
perseroan. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah 
seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban  terhadap pembuatan akta 
pendirian perseroan yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya bertentangan 
dengan ketertiban umum dan kesusilaan? Peranan notaris yang dimaksud pada 
pokok bahasan ini adalah dengan memberikan penyuluhan hukum sebelum dan 
pada saat pembuatan akta. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode 
penelitian kepustakaan secara kualitatif yaitu melakukan penelitian terhadap 
putusan Mahkamah Agung. Dasar pembuatan suatu akta notaris adalah adanya 
kehendak atau keinginan para pihak untuk dapat memformulasikan maksud dan 
tujuannya ke dalam akta notaril. Notaris harus pro-aktif dalam menjalankan tugas 
dan wewenangnya dengan ketegasan serta dapat menjelaskan secara mendetail, 
terinci dengan wawasan dan pandangan yang luas untuk kebaikan sesama yang 
berlandaskan kebenaran. Notaris harus mengkaji apakah yang diminta klien tidak 
melanggar, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, 
ketertiban umum, dan harus memiliki pemikiran menggunakan logika hukum. 
 
 
 
Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Akta Notaris 
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ABSTRACT 
 
 
 
Name 
 

: Febriana Feramitha 

Study Program 
 

: Magister of Notary 

Title : THE ROLE OF NOTARY IN ESTABLISH LIMITED 
CORPORATION IN THE MATTER OF 
IMPLEMENTING REGULATION OF SECTION 2 
UU NO.40/2007 ABOUT LIMITED CORPORATION  

 
 
 
This thesis describes  a role of notary in making deed of incorporation. The main 
issue in this research is, could a notary take responsibility for the  incorporation 
deed that is the clausul of intention, purpose and business performance contrary 
the public order and morality? The role of a notary in this research is the authority 
and obligation to give the information, guidance of law before and at the moment 
a notary making a deed. This research use a method of  qualitative literature 
research, that is analyse the verdict of Supreme Court. The fundamental of 
composing a deed can be formed from the parties who convey their intention and 
purpose in to the deed. A notary has to be actively inform and give the wide 
insight to the parties regarding to the requirements of the positive regulation. A 
notary has to examine the purpose that stated by the parties, in order to avoid the 
violation of law, public order and morality using a reasonable understanding of 
law. 
 
 
Keyword: Law Guidance, Notary Deed 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.   LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

   Subyek hukum dalam ilmu hukum terdiri atas dua macam yaitu orang 

pribadi atau  manusia (natural person atau naturlijk persoon)  dan Badan Hukum 

(artificial  person atau rechts persoon).  Orang pribadi atau manusia sebagai 

dinyatakan sebagai subyek hukum  (pengemban hak dan kewajiban) sejak ia 

dilahirkan dengan pengecualian sebagaimana disebut dalam Pasal 2 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata  yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam 

kandungan dapat menjadi subyek hukum apabila ada kepentingan yang 

menghendaki dan dilhairkan dalam keadaan hidup, dan berakhir setelah ia 

meninggal dunia. Badan hukum dinyatakan sebagai subyek hukum sejak 

disahkannya badan hukum tersebut oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini 

adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berakhir sebagaimana diatur 

dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian badan hukum tersebut. 

 Orang Pribadi dan Badan hukum sebagai subyek hukum dapat melakukan 

perbuatan hukum sebagai pelaksana hak dan kewajibannya. Dalam melaksanakan 

perbuatan hukum, badan hukum diwakili oleh para pengurusnya, sedangkan orang 

pribadi, untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus memiliki kewenangan 

bertindak  atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang dapat 

dinyatakan cakap apabila telah dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. 

 Pembentukan sebuah badan hukum dikaitkan dengan tujuannya terdapat 

dua macam. Pertama adalah badan hukum yang bertujuan untuk mengejar 

kepentingan ekonomi, kedua adalah badan hukum yang bertujuan untuk mengejar 

sesuatu yang bersifat ideal. Contoh badan hukum yang bertujuan untuk mengejar 
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kepentingan ekonomi misalnya adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi, 

sedangkan yang mengejar kepentingan ideal adalah Yayasan atau Partai Politik.1 

 Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, 

didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.2 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut diatas, elemen pokok yang 

melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum, harus terpenuhi syarat-syarat 

berikut:3 

1. Merupakan Persekutuan Modal 

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga 

authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam 

Akta Pendirian atau Anggarn Dasar Perseroan.  

Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal 

yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham 

dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham 

tersebut kepada perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang 

bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan 

yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 31 

ayat (1) UUPT, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya 

menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan 

hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota 

yang terdiri dari pemegang saham. Namun yang lebih menonjol adalah 

                                                            
1 Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata 

(Suatu Pengantar) , cet. I (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 27-28.  
 
2 Indonesia, Undang-undang Perseroan Terbatas,  UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 

Tahun 2007, TLN No. 4756, pasal  1 angka 1.  
 
3 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

hlm 33-38.  
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persekutuan modal, dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya 

sebagaimana yang terdapat dalam Persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

 
2. Didirikan Berdasar Perjanjian 

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar “perjanjian”. 

Demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. 

Kalau begitu, pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri 

dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang 

diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya 

Bab Kedua, Bagian Kesau tentang Ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-

1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-

1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341). 

Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai 

badan hukum, bersifat “kontraktual”  (contractual, by contract) yakni 

berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain 

bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” (consensuel, consensual) 

berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007, supaya perjanjian 

untuk mendirikan Perseroan sah menuru undang-undang, pendirinya paling 

sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 7 ayat 

(1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, 

Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu 

mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. 

Adapun yang dimaksud dengan orang menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (1) 

UUPT 2007 dimaksud, adalah: 

a. Orang perseorangan baik warga negara maupun orang asing 

b. Badan hukum Indonesia atau Badan Hukum asing 

Ketentuan yang digariskan Pasal 7 ayat (1) maupun Penjelasan pasal itu, 

sesuai dengan yang ditentukan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 
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Selanjutnya menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya 

kesepakatan, kecakapan, untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal 

tertentu, dan suatu sebab yang halal. 

Apabila perjanjian itu sah, maka berdasar Pasal 1338 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, perjanjian pendirian Perseroan itu, mengikat sebagai 

undang-undang kepada mereka. 

 
3. Melakukan Kegiatan Usaha 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT 2007, suatu perseroan harus 

mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada Pasal 18 

UUPT 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus 

dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Berdasar Penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan “usaha 

pokok” perseroan. Sedang “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang 

dijalankan” oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan: 

a. Kegiatan usaha harus dirinci secara jelas dalam Anggaran Dasar 

b. Dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. 

Kalau begitu, suatu perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, 

dianggap tidak eksis lagi. Meskipun dalam Anggaran Dasar ada dicantumkan 

secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam Anggaran 

Dasar tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya Perseroan itu dianggap tidak eksis 

lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan yang seperti itu, lebih baik 

perseroan itu dibubarkan berdasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf a juncto 

Pasal 142 ayat (3) UUPT 207, maupun berdasar putusan Pengadilan sesuai 

ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c juncto Pasal 146 UUPT. 

 
4. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan 

Pemerintah 

Kelahiran perseroan sebagai badan hukum, karena dicipta atau diwujudkan 

melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pengertian badan hukum berasal dari Latin yang disebut Corpus atau 

Body. Dia berbeda dengan manusia perorangan. Kelahiran manusia sebagai 

badan hukum, melalui proses alamiah. Sebaliknya, Perseroan lahir sebagai 

badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya Perseroan disebut 

makhluk badan hukum yang berwujud artifisial yang dicipta negara melalui 

proses hukum: 

a. Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 

peraturan perundang-undangan, 

b. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada Perseroan yang bersangkutan 

tidak diberikan keputusan Pengesahan untuk berstatus sebagai badan 

hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

Jadi proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada 

Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) 

UUPT 2007. 

Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasar Akta Pendirian 

yang di dalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran 

Dasar telah mendapat pengesahan Menteri, Perseroan menjadi “subyek hukum 

korporasi”. Pada dasarnya, sifat eksistensinya sebagai subyek hukum 

Perseroan, adalah terus menerus atau abadi, terutama apabila jangka waktunya 

dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan batasnya, boleh dikatakan 

keberadaannya abadi. Bahkan sekiranyapun dalam Anggaran Dasar ditentukan 

jangka waktu berdirinya, hal itu pun tidak mengurangi keabadiannya untuk 

jangka waktu tersebut. Kematian, pengalihan dan berhentinya pemegang saham 

dan diberhentikan atau diganti anggota Direksi maupun karyawan Perseroan, 

semua peristiwa itu tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat 

terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi Perseroan. 

Perseroan sebagai makhluk atau subyek hukum artifisial disahkan oleh 

negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat 

diraba. Akan tetapi, eksistensi riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah dan 

bebas dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam 

hal ini Direksi Perseroan. Secara terpisah dan independen, Perseroan melalui 
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pengurus dapat melakukan perbuatan hukum, seperti melakukan kegiatan 

untuk dan atas nama Perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan 

menggugat atau digugat serta dapat hidup  selama jangka waktu berdirinya 

yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar belum berakhir. 

 Perseroan Terbatas adalah artificial person, sesuatu yang tidak nyata atau 

tidak riil. Jadi Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat 

bertindak dalam hukum, Perseroan Terbatas dijalankan oleh organ-organ yang 

akan bertindak mewakili perseroan terbatas tersebut. organ-organ tersebut terdiri 

dari orang perorangan (yang cakap untuk bertindak dalam hukum).4 

Organ Perseroan  menurut Pasal 1 angka 2 UUPT 2007 ada 3 (tiga) yaitu: 

Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Organ Perseroan 

inilah yang akan mengambil keputusan atau melakukan perbuatan hukum atas 

nama perseroan. Perbuatan hukum tersebut harus dilakukan dalam batas 

kewenangan yang telah ditentukan dalam hukum atau akta pendirian dan 

mengikat perseroan. 

Rapat Umum Pemegang Saham yang disebut juga sebagai RUPS adalah 

organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam 

Perseroan. Sebagai organ Perseroan, RUPS memiliki dan melaksanakan semua 

kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS 

tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh 

pemegang saham Perseroan.5 

Direksi menurut Pasal 1 butir 5 UUPT 2007 adalah Organ Perseroan yang 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk 

kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar.6  

Direksi adalah organ yang mengurus dan mewakili perseroan, sedangkan 

orang yang menjabat sebagai anggota Direksi adalah Direktur. Ini berarti 

                                                            
4 Gunawan Wijaya, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, cet. 2 (Jakarta: 

Forum Sahabat, 2008), hlm. 3.  
 
5 Ibid., hlm.50.  
 
6 Indonesia, UUPT, op.cit., pasal 1 angka 5. 
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pengurusan mengenai kegiatan usaha perseroan terbatas harus dilaksanakan sesuai 

dengan:7 

a. Kepentingan Perseroan 

b. Maksud dan Tujuan perseroan terbatas 

c. Ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam UUPT 2007 

dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut. 

Pelaksanaan pengurusan, meliputi pengelolan dan memimpin tugas sehari-

hari yaitu membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas Perseroan ke arah 

pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Hal ini 

ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 yaitu menugaskan 

Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari 

dan perseroan. 

Kewenangan Direksi Perseroan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 92 

ayat (2) UUPT 2007, dimana untuk menjalankan pengurusan, Direksi harus:8 

1. Sesuai dengan kepentingan Perseroan 

Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk 

kepentingan Perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan 

pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan 

(conflict of interest). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang 

Perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh mempergunakan posisi 

jabatan Direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi. 

Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan Perseroan untuk 

kepentingan pribadi. 

Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, dapat dikategori 

melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan. Perbuatan itu dapat 

dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (abuse of authority), atau 

mengandung ultra vires. 

2. Harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Perseroan harus mempunyai maksud dan 

tujuan. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) huruf b memerintahkan, dalam 

                                                            
7 Wijaya, op.cit., hlm. 63.  
 
8 Harahap, op. Cit., hlm. 346-348  
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Anggaran Dasar harus dimuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

Perseroan. Hal inilah yang diperingatkan Pasal 92 ayat (2). Direksi dalam 

menjalankan kewenangan pengurusan Perseroan, tidak boleh melampaui 

batas-batas maksud dan tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. 

Tindakan yang demikian dianggap mengandung ultra vires dan kategori 

sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of authority). 

3. Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat 

Patokan atau batasan yang ketiga yang harus ditaati Direksi dalam 

menjalankan kewenangan pengurusan Perseroan, mesti sesuai dengan 

kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas-batas yang ditentukan dalam 

UUPT 2007 dan/atau Anggaran Dasar. 

Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat menurut penjelasan 

Pasal 92 ayat (2) adalah kebijakan yang antara lain berdasarkan pada 

keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang 

sejenis.  

 Pendirian suatu Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT  harus 

dilakukan dengan suatu akta notaris. Beberapa orang bersama-sama menghadap di 

depan seorang notaris dan menerangkan maksudnya hendak mendirikan suatu PT 

dengan mengajukan suatu rencana anggaran dasar dari perseroan yang akan 

didirikan itu. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris, yang memuat anggaran 

dasar dari perseroan yang didirikan itu, harus dianggap sebagai suatu kontrak atau 

perjanjian, dimana tiap pesero yang turut mendirikan perseroan itu membuat suatu 

perjanjian dengan teman-teman pesero lainnya yang turut menghadap di depan 

notaris.9 

 Keharusan Akta Pendirian yang berbentuk akta notaris, tidak hanya 

berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan, tetapi akta notaris 

itu berdasar pasal 7 ayat 1 UUPT, sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai 

solemnitas causa yaitu apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian 

perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak diberikan 

                                                            
9 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 29, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 203-

204  
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pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia.10 

 Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam 

menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta 

notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam 

setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.11 

 Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter 

pembuatnya, yaitu notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi 

wewenang untuk membuat akta.12 

 Pembuatan akta otentik tertentu ada yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum. Pembuatan akta demikian tidak saja karena diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang 

berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang 

berkepentingan demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak 

yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan yang 

akan dicapai dari keberadaan lembaga notariat adalah untuk menjamin kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam lalu lintas hukum 

kehidupan masyarakat.13 

 Akta otentik yang pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai 

dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris punya 

kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris 

sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu 

dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta notaris tersebut, 

serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan 

perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan 

                                                            
10  Harahap, Op.cit., hlm. 169. 
  
11  Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban  Notaris dalam Pembuatan Akta, cet.1, 

(Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm.7. 
 
12 Ibid., hlm. 10. 
  
13 Ibid,.  
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demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak 

menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya.14 

Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan harus dapat 

memberikan penjelasan terkait dengan persyaratan dan tata cara/prosedur 

pendirian, terutama apabila ada aturan khusus dalam suatu wilayah tertentu yang 

nantinya akan menjadi tempat kedudukan hukum PT, dan pengajuan izin lain 

terkait dengan berdirinya PT, seperti pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak) perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP),  Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).15 Izin-izin 

tersebut diperlukan agar PT dapat melakukan kegiatan-kegiatan operasional bila 

berhubungan dengan pihak ketiga.  

Izin-izin tersebut dikeluarkan oleh departemen-departemen terkait yang 

berbeda  dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Pembuatan Surat 

Keterangan Domisili Perusahaan ini dapat dilakukan di kantor kelurahan/desa 

ataupun kantor kecamatan, yang berhak mengeluarkan surat tersebut adalah 

pejabat kelurahan atau kecamatan.16 Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP) dapat dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian setiap daerah tingkat II atau 

kabupaten/kota.17 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan suatu kewajiban 

bagi perusahaan yang telah memperoleh SIUP, perusahaan tersebut dapat 

mendaftar ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat diterbitkan 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).18 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah 

nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai salah satu sarana 

identitas wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan. 

Pihak yang berhak mengeluarkan NPWP ini adalah Direktorat Jenderal Pajak 

yang ada di setiap daerah.19 

                                                            
14  Ibid,. 
 
15  Adib Bahari, Prosedur Cepat  Mendirikan Perseroan Terbatas, cet.1, (Yogyakarta: 

Yustisia, 2010), hlm. 28. 
 
16  Ibid., hlm.66.  
 
17  Ibid., hlm. 68.  
 
18  Ibid., hlm. 69. 
 
19  Ibid., hlm. 73.  
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 Kewenangan lain seorang notaris terkait dengan pendirian PT adalah 

memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta pendirian. Hal ini 

telah ditegaskan di dalam ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN yang 

menyatakan bahwa notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum 

sehubungan dengan pembuatan akta.20   Karena tidak semua pendiri perseroan 

paham dan mengerti sistem administrasi dan proses pengajuan pengesahan. 

Notaris sebagai pejabat umum dalam pendirian PT harus dapat memberikan 

penyuluhan sejak sebelum akta tersebut dibuat hingga akta sampai tahap 

pendaftaran . 

Akta pendirian yang memuat anggaran dasar itu harus dimintakan 

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Persetujuan ini tidak 

akan diberikan jika dianggap ada hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan 

atau ketertiban umum. Setelah diterima persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, akta pendirian beserta anggaran dasar selengkapnya harus 

diumumkan dalam Berita Negara serta dalam surat kabar, agar dapat diketahui 

khalayak ramai. Juga tiap perubahan atau penambahan anggaran dasar harus 

dimintakan persetujuan Menteri dan diumumkan.21 

 Fungsi notaris dalam bidang usaha menurut A.W. Voors ada dua, yaitu:22 

1. Pembuatan kontrak antara para pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai 

serta diakhiri dalam akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli. Dalam hal ini 

para notaris telah terampil dengan adanya model-model disamping mengetahui 

dan memahami undang-undang. 

2. Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu 

hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini 

dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan tajam terhadap materinya 

serta kemampuan melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya, dan apa yang 

mungkin terjadi. 

                                                            
20 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No.117    

Tahun 2004. TLN. No. 4432. 
 
21  Ibid., hlm. 204. 
 
22  Tan Thong Kie,  Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, cet. 1, (Jakarta: 

Intermasa, 2007), hlm.452. 
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Seorang notaris di dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap 

profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa 

melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Profesinya 

yaitu Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf a Undang-undang  Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, seorang 

notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, 

notaris sebagai pejabat umum harus dapat mengikuti perkembangan hukum 

sehingga dalam memberikan jasanya kepada masyarakat, dalam membantu 

mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dapat 

memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, notaris 

dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terikat dengan peraturan-

peraturan yang ada, yaitu Undang-undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Peraturan hukum lainnya.23 

Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta 

yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung jawab 

untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu diperlukan suatu 

tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-

norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, 

sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang notaris 

harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, 

yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris.24 

 Jabatan notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah 

teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum 

nasional, oleh karena itu notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme 

perjuangan bangsa secara menyeluruh.25 

                                                            
23  Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, cet. 1, (Medan: Sofmedia, 2011), 

hlm.5. 
 
24 Ibid,. 
 
25 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, cet. 4, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 

35. 
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 Pada kasus yang akan dibahas dalam tesis ini ,dengan terdakwa EA selaku 

Pimpinan Redaksi atau Direktur Operasional PT Velvet Silver Media yang 

memimpin menerbitkan majalah Playboy Indonesia yang merupakan lisensi dari 

majalah Playboy Internasional Amerika yang merupakan ikon majalah porno di 

dunia. Majalah ini dengan sengaja mempertontonkan suatu tulisan dan gambar 

yang melanggar perasaan kesopanan dan kesusilaan. Kasus ini sendiri dilaporkan 

oleh warga negara Indonesia kepada negara melalui penyidik atau Kepolisian 

Republik Indonesia.  

 Persoalan hukum majalah Playboy tersebut juga meliputi cara 

peredarannya yang bisa didapatkan dengan mudah, yang dimungkinkan juga 

untuk dimiliki oleh remaja yang belum dewasa, hal ini diketahui dari beberapa 

saksi  persidangan yang mendapatkan majalah tersebut yang dijual di dekat 

sekolah-sekolah. Hal ini dikhawatirkan akan merusak moral generasi bangsa. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang 

prosedur pendirian PT. Velvet Silver Media yang dilakukan oleh notaris dalam 

menjalankan jabatannya dalam rangka pembuatan akta otentik yaitu akta 

pendirian, dan tentang tanggung jawab direksi dalam jabatannya sebagai organ 

perseroan yang melaksanakan pengurusan, pengelolaan dan memimpin tugas 

sehari-hari, yaitu membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan ke 

arah pencapaian maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.  

Pembahasan tersebut akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, agar tercipta suatu lingkungan masyarakat yang baik dan sesuai dengan 

norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan yang menjadi dasar negara 

Republik Indoesia ini. Tujuan penulis dalam mengkaji proses pendirian dan 

perizinan majalah Playboy tersebut, agar dikemudian hari tidak terjadi hal serupa 

baik berupa media maupun sarana lain yang dapat digunakan sebagian pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dengan sengaja merusak tatanan 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan landasan dan falsafah 

negara Republik Indonesia. 
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1.2.   POKOK PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang maksud dan  tujuan serta kegiatan usaha  Perseroan 

Terbatas yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau 

kesusilaan jika dikaitkan dengan kasus pendirian PT. Velvet Silver Media 

yang memegang lisensi majalah playboy Internasional? 

2. Bagaimanakah peranan notaris sebagai pejabat umum dalam  memberikan 

penyuluhan hukum mengenai maksud dan tujuan perseroan dalam  rangka 

pembuatan akta pendirian dikaitkan dengan Undang-undang Jabatan 

Notaris? 

3. Bagaimanakah sanksi yang seharusnya dapat diterapkan terhadap perseroan 

yang telah melanggar ketertiban umum dan norma kesusilaan dalam kaitan 

dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13/PK/PID/2011? 

 

1.3.   TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan umum penelitian  ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan 

notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai maksud dan tujuan 

perseroan dalam  rangka pembuatan akta pendirian dikaitkan dengan Undang-

undang Jabatan Notaris, dan terkait dengan penerapan sanksi pada perseoran yang 

melanggar ketentuan tersebut.  Tujuan khusus dari penelitian ini adalah, apakah 

ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2007 tentang maksud dan tujuan serta 

kegiatan usaha perseroan terbatas yang tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum dan atau kesusilaan telah diterapkan dalam kasus pendirian PT. Velvet 

Silver Media yang memegang lisensi dari majalah playboy Internasional.  

 

1.4.   METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang 

sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menguraikan kegiatan 

pengumpulan dan analisis data secara rinci. Dalam melakukan penelitian ini, 

penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang 
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mengacu kepada peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan-

bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang dipergunakan 

dalam penyusunan tesis ini adalah data sekunder yaitu melalui literatur 

kepustakaan. 

 Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Jenis Data: 

Data sekunder, yaitu data atau informasi yang berasal dari kepustakaan dengan 

membaca dan menganalisa berbagai buku yang berkaitan dengan 

permasalahan. 

2. Sumber Data 

Yang dapat dijadikan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah: 

a. Buku dan literatur tentang permasalahan yang dibahas 

b. Tulisan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas 

3. Peraturan Perundang-undangan 

a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) 

d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers 

e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

 

 Studi dokumen yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang 

bersumber dari bahan hukum primer  yaitu: Undang-undang Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,  

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahan hukum sekunder (buku, artikel, 

makalah yang berhubungan dengan perseroan terbatas). 

 Penelitian dalam menganalisis menggunakan metode secara kualitatif 

yaitu melakukan penelitian memahami putusan Mahkamah Agung, melakukan 

pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen, menghasilkan data 

preskriptif analitis dari data yang diperoleh. 
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1.5.   SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 

BAB 1 PENDAHULUAN.   

Pada bab ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisikan antara lain latar 

belakang permasalahan, pokok Permasalahan yang akan dibahas, Tujuan 

Penelitian,  Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II ANALISA PENELITAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang tanggung jawab Notaris 

dalam pemberian penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta pendirian 

perseroan terbatas, serta landasan teori dan pembahasan pokok permasalahan yang 

meliputi penerapan ketentuan pasal 2 UUPT terhadap pendirian PT. Velvet Silver 

Media yang menerbitkan majalah playboy Indonesia yang merupakan ikon 

majalah porno di dunia. 

Bab III PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan tentang Penutup yang memuat kesimpulan dan saran 

mengenai permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.  
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BAB 2 

 

PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN 
TERBATAS BERKENAAN DENGAN  PENERAPAN  

KETENTUAN PASAL 2 UU NO.40/2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS  

 

 

2.1. TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS 

2.1.1. Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas bukan merupakan bentuk usaha yang secara spontan 

terbentuk dan ada, melainkan merupakan hasil dari perencanaan, kreasi maupun 

tindakan pendiri yang seringkali dilanjutkan dengan tindakan untuk mengawasi 

dan/atau menjalankan perusahaan setelah Perseroan Terbatas memperoleh status 

sebagai badan hukum.26 

Menurut Henn dan Alexander, aktivitas pendirian Perseroan Terbatas 

dapat dipilah menjadi 3 (tiga) langkah, yaitu penemuan (discovery), penyelidikan 

(investigation) dan penyusunan(assembly). Discovery, merupakan langkah-

langkah yang meliputi upaya untuk menemukan kesempatan bisnis apa yang akan 

dikembangkan, bagaimana prospek bisnis tersebut, apa tantangan yang dihadapi 

untuk mengembangkan bisnis tersebut. Investigation, merupakan analisis terhadap 

rencana bisnis yang telah dipilih untuk mendapatkan kepastian apakah suatu 

aktivitas bisnis tertentu itu memiliki kelayakan ekonomis atau tidak. Assembly, 

merupakan langkah terakhir yang mencakup pada tindakan konkrit sebagai 

tahapan mewujudkan berdirinya Perseroan Terbatas. Langkah ini mencakup 

bagaimana kebutuhan modal baik modal tetap maupun modal berjalan diperoleh, 

bagaimana menyediakan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan detail maupun 

lanjutan dari suatu perusahaan.27 

Untuk dapat mencapai tujuan pendirian Perseroan Terbatas tersebut, ada 

kalanya pendiri memerlukan jasa dari orang-orang yang memiliki keahlian 
                                                            

26  Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, cet.1 (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 35. 
 
27  Ibid., hlm. 35-36. 
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tertentu, misalnya ahli hukum seperti notaris dan konsultan hukum, akuntan, 

perbankan, dan lain sebagainya.  

 

2.1.1.1. Definisi 

Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan 

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya.28 

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 1 UUPT Tahun 2007 tersebut, maka 

dapat dirinci unsur-unsur konsep perseroan terbatas tersebut yaitu: 

a. Badan Hukum 

b. Didirikan Berdasar pada Perjanjian 

c. Melakukan Kegiatan Usaha 

d. Modal Dasar 

e. Memenuhi Persyaratan Undang-undang 

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan usaha yang 

sudah memiliki status sebagai badan hukum. Dengan status badan hukum 

tersebut, PT  mempunyai harta kekayaan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Ini 

berarti setiap kewajiban atau utang PT hanya dilunasi dari harta kekayaan PT  itu 

sendiri. Harta pemegang saham, Direktur dan atau Komisaris PT tidak dapat 

dipergunakan untuk melunasi kewajiban PT, kecuali terjadi kesalahan, kelalaian, 

perbuatan melawan hukum dan atau pertentangan kepentingan yang merugikan 

pasar dan /atau kreditor perseroan.29 

Sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan  sebagai subjek hukum. 

Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum bahwa PT menjadi pendukung hak 

dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Menurut Pasal 1653 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, terdapat empat jenis badan hukum, yaitu:30 

                                                            
28  UUPT, op.cit., pasal 1 angka 1. 
 
29  Widjaja, op.cit., hlm. 2-3. 
 
30  Budiyono., op. cit., hlm. 60. 
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a. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. Yang termasuk dalam kategori 

badan hukum ini adalah badan hukum publik seperti provinsi, kabupaten, 

kota, dan lain lain. 

b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, misalnya gereja atau badan 

keagamaan lainnya. 

c. Badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta. 

Tiga jenis badan hukum yang terakhir ini, memerlukkan pengakuan 

pemerintah. Tanpa adanya pengakuan Pemerintah, maka kedudukannya sebagai 

subyek hukum dalam lalu lintas hukum tidak diakui. Atau, dengan kata lain tidak 

memiliki status sebagai subjek hukum.31 

 

2.1.1.2. Personalitas Perseroan  

Perorangan manusia baik laki-laki, perempuan maupun dewasa atau anak-

anak adalah subyek hukum yang memiliki personalitas atau kepribadian. Manusia 

sebagai person atau perorangan dan subyek hukum, mempunyai hak hidup yang 

dilindungi hukum. Berhak memiliki kekayaan di depan hukum. Bahkan pada 

dirinya melekat berbagai hak asasi yang harus dihormati penguasa dan anggota 

masyarakat lain. Pada masa sekarang, secara universal, semua manusia sebagai 

perorangan tanpa membedakan jenis kelamin, golongan, kelompok, ras dan 

agama, dapat menegakkan hak-haknya di depan pengadilan. Sebaliknya, 

kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban hukum 

yang melekat pada hak tersebut di depan pengadilan. Manusia sebagai perorangan 

adalah badan hukum (legal person) dan hal itu melekat pada dirinya sejak lahir, 

serta keadaan itu berlangsung selama hidupnya sejak lahir sampai meninggal 

dunia . Akan tetapi, bukan manusia perorangan saja yang bisa menjadi subyek 

hukum dan badan hukum. Perseroan bisa juga menjadi badan hukum, oleh karena 

itu bisa menjadi subyek hukum. Badan hukum  itulah yang disebut dalam Pasal 1 

angka 1 UUPT 2007 adalah Perseroan Terbatas.32 

                                                            
31  Ibid,.  
 
32   Harahap, op.cit., hlm. 52-53. 
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Ciri pokok personalitas perseroan terdapat dalam UUPT 2007, antara lain 

adalah:33 

a. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari 

pemiliknya 

Ciri personalitas Perseroan sebagai badan hukum yang pertama dan paling 

utama: 

1. Perseroan merupakan wujud atau entitas (entity) yang “terpisah” 

dan“berbeda” dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham; 

2. Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidak 

terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran 

individu pemegang saham. 

Ciri personalitas yang demikian dalam UUPT 2007, diatur pada Pasal 3 ayat 

(1) dalam bentuk “pertanggungjawaban terbatas” pemegang saham atas utang 

perseroan. Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut, ketentuan tanggung 

jawab terbatas, merupakan penegasan ciri personalitas perseroan bahwa 

pemegang saham terpisah tanggung jawabnya sebatas apa yang disetornya 

kepada Perseroan dengan harta pribadinya. 

b. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri 

Ciri personalitas perseroan yang kedua ini, diatur pada Pasal 98 ayat (1) 

UUPT 2007: 

1. Perseroan dapat tampil di dalam maupun di luar Pengadilan 

2. Untuk itu, Perseroan diwakili oleh Direksi. 

Perseroan dapat menggugat wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum 

yang dilakukan oleh pihak ketiga. Begitu juga sebaliknya, dia dapat digugat 

pihak ketiga terhadap wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum yang 

dilakukan Perseroan. 

c. Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas 

namanya sendiri 

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT 2007, Perseroan memiliki kekayaan 

berupa modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. 

                                                            
33   Ibid., hlm. 57-60. 
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Dapat memiliki aset dari hasil keuntungan perusahaan. Menguasai dan  

memindahkan aset itu sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang 

dan Anggaran Dasar. 

Memiliki cadangan wajib dan cadangan khusus sesuai dengan ketentuan 

Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) UUPT 2007. 

d. Tanggung jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya 

Sejalan dengan ciri Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya,maka 

tanggung jawab pemegang saham, hanya terbatas sebesar nilai sahamnya 

sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007: 

1. Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham 

sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang 

perseroan; 

2. Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga saham 

yang mereka investasikan 

3. Pemegang saham, tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditor 

Perseroan atas aset pribadinya. 

Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung 

jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara itikad buruk 

memperalat perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham 

bertindak sebagai borgtoch terhadap kreditor atas utang perseroan. 

e. Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai 

anggota Direksi 

Ciri lain yang berlaku umum di semua negara, pemegang saham “tidak 

mengurus” Perseroan,  akan tetapi perseroan diurus oleh Direksi yang 

ditunjuk dan diangkat melalui RUPS. Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 

menegaskan, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

Perseroan. Selanjutnya Pasal 92 ayat(1) UUPT 2007 menegaskan, Direksi 

menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Selanjutnya 

Pasal 94 ayat (1) mengatakan, anggota Direksi diangkat oleh RUPS. 

Jadi, karena Perseroan sebagai badan hukum bukan makhluk yang punya 

badan, tidak punya jiwa untuk dimaki dan tidak punya tangan untuk bekerja, 

maka dia bertindak melalui “medium” manusia yang ditunjuk untuk itu,yang 
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disebut Direksi. Direksi tidak identik dengan pemegang saham maupun 

dengan Perseroan. 

Personalitas  yang demikian dianut oleh UUPT 2007: 

1. Pasal 1 angka 5, menegaskan, Direksi adalah organ Perseroan yang diberi 

wewenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk 

kepentingan Perseroan. 

2. Dan Direksi sekaligus juga mewakili Perseroan di dalam maupun di luar 

Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar. 

Ciri yang diatur pada Pasal 1 angka 5 tersebut, ditegaskan kembali pada Pasal 

92 ayat (1), dan Penjelasan pasal ini juga mengatakan pengurusan Perseroan 

oleh Direksi meliputi pengurusan sehari-hari. 

f. Melakukan kegiatan terus menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan 

dalam Anggaran Dasar 

Jangka waktu Perseroan umumnya ditetapkan dalam waktu yang panjang atau 

bisa juga tanpa batas. 

Ciri ini pun diatur pada Pasal 6 UUPT 2007. Perseroan dapat didirikan untuk 

jangka waktu terbatas atau tidak terbatas, harus ditentukan dalam Anggaran 

Dasar. Selama masa berdirinya belum berakhir, Perseroan terus menerus 

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan 

dalam Anggaran Dasar. 

 

2.1.1.3. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas 

Pasal 2 UUPT 2007 mengatakan bahwa Perseroan harus mempunyai 

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. 

Berdasar ketentuan ini, setiap Perseroan harus mempunyai maksud dan 

tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Dalam pengkajian hukum, 

disebut “klausul obyek”. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan 

tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap cacat hukum 

sehingga keberadaannya tidak valid.34 

                                                            
34  Harahap. op.cit., hlm 60-61. 
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Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran 

Dasar bersifat imperatif, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan Akta 

Pendirian. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPT 2007 yang 

menggariskan, Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang 

berhubungan dengan perseroan. Jadi, penempatan maksud dan tujuan serta 

kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar, bersifat imperatif. Lebih lanjut sifat 

imperatif tersebut, dikemukakan pada Pasal 9 ayat (1) huruf c yang menyatakan, 

untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum 

perseroan, perseroan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan 

mengisi formulir isian yang memuat sekurang-kurangnya: 

a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan 

b. Jangka waktu berdirinya Perseroan 

c. Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha perseroan. 

Dari penjelasan di atas, pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan 

usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar bersifat hukum memaksa.35 

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran 

Dasar Perseroan,  memegang peranan fungsi prinsipil. Dikatakan memegang 

fungsi prinsipal, karena pencantuman itu dalam Anggaran Dasar, merupakan 

landasan hukum bagi pengurus Perseroan, dalam hal ini Direksi dalam 

melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan, sehingga 

pada setiap transaksi atau kontrak yang mereka lakukan tidak menyimpang atau 

keluar maupun melampaui dari maksud dan tujuan, serta kegiatan yang ditentukan 

dalam Anggaran Dasar. Selain itu tujuan utama dari pencantuman maksud dan 

tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar, antara lain:36 

a. Untuk melindungi pemegang saham sebagai investor dalam Perseroan 

b. Dengan mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pemegang saham 

sebagai investor akan yakin, pengurus Perseroan yakni Direksi, tidak akan 

melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang bersifat mengadu 

untung (spekulatif) di luar tujuan yang disebut Anggaran Dasar. 

                                                            
35  Ibid., hlm. 61. 
 
36  Ibid., hlm. 61-62. 
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c. Direksi tidak melakukan transaksi yang berada di luar kapasitas maksud dan 

tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam Anggaran Dasar yang bersifat 

ultra vires (melampaui kapasitas). 

Dengan demikian, maksud dan tujuan itu merupakan landasan bagi Direksi 

mengadakan kontrak dan transaksi bisnis. Serta sekaligus menjadi dasar 

menentukan batasan kewenangan Direksi melakukan kegiatan usaha. 

Apabila Direksi melakukan tindakan pengurusan di luar batas yang 

ditentukan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dikategori melakukan 

ultra vires. Dalam kasus yang demikian memberi hak bagi pemegang saham 

untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan di Pengadilan. Hak itu, ditegaskan 

pada Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007 yang mengatakan setiap pemegang saham 

berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila 

dirugikan karena tindakan Perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar 

sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.37 

Menurut James D.Cox, antara lain dikatakan, terdapat teori mengenai 

perumusan maksud dan tujuan Perseroan. Pertama adalah teori konsesi 

(concession theory).  Menurut teori ini, dalam Anggaran Dasar harus dicantumkan 

beberapa kegiatan usaha atau garis bisnis yang definitif (definitive enterprise or 

line of business).38 

Dengan demikian, perumusan maksud dan tujuan, disyaratkan bersifat 

spesifik untuk satu bidang kegiatan usaha tertentu yang tidak bercorak implisit. 

Harus bersifat tujuan terbatas (limit purpose). Hal itu tidak mengurangi kebolehan 

mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat multi tujuan 

(multy purpose), sehingga Perseroan dapa terlibat dalam berbagai kegiatan usaha. 

Namun hal itu, semuanya harus bersifat definitif disebut dalam Anggaran Dasar.39 

Kedua, teori fleksibel (flexibility theory). Menurut teori ini, Anggaran 

Dasar dapat mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat 

sederhana, meliputi berbagai bidang usaha tanpa mengelaborasi lebih lanjut 

                                                            
37  Ibid,. 
 
38  Ibid., hlm. 62. 
 
39  Ibid., hlm. 63. 
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masing-masing bidang. Akan tetapi meskipun perumusannya bersifat sederhana 

dan fleksibel, namun bidangnya harus pasti.40 

Pada saat sekarang, banyak Anggaran Dasar Perseroan yang 

mencantumkan maksud dan tujuan yang bersifat tujuan berganda. Pencantuman 

dan perumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang terlampau luas dan 

fleksibel atau lentur, pada dasarnya mengandung untung dan rugi:41 

a. Keuntungannya menurut H.M.N Purwosutjipto SH, apabila di belakang hari 

perseroan hendak merubah objek kegiatan usahanya, tidak perlu mengubah 

Anggaran Dasar. Oleh karena itu, beliau berpendapat, sebaiknya tujuan 

Perseroan dirumuskan secara luas, sehingga tidak perlu setiap kali mengubah 

Anggaran Dasar. 

b. Tetapi mungkin juga ada kerugiannya sebab pencantuman tujuan dengan 

rumusan yang luas, dapat menimbulkan efek. Perumusan tujuan yang luas 

memberi kekuasaan diskresi yang luas kepada Direksi atau manajer 

melakukan aktivitas bisnis. Akibatnya, sulit mengontrol apakah kegiatan itu 

telah mengandung ultra vires. Atau dengan kata lain, perumusan tujuan yang 

luas, mengakibatkan dan memberikan kekuasaan diskresi yang luas kepada 

Direksi, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengawasi apakah tindakan 

diskresi itu telah berada di luar batas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

Perseroan. 

 
Pasal 2 UUPT 2007 telah membatasi maksud dan tujuan serta kegiatan 

usaha Perseroan. Pembatasan itu dengan sendirinya berisi larangan, sehingga 

tidak boleh bertentangan dengannya: 

a. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

baku 

b. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum 

c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan. 

Sepanjang mengenai larangan pertama, tidak menimbulkan permasalahan. 

Akan tetapi mengenai ketertiban umum dan kesusilaan potensial menimbulkan 

                                                            
40  Ibid,. 

 
41  Ibid., hlm. 63-64. 
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permasalahan. Sulit menentukan apa yang dimaksud dengan ketertiban umum 

maupun kesusilaan. Tidak ditemukan batasan pengertian yang disepakati semua 

kalangan. Oleh karena itu, bisa terjadi penilaian yang bersifat subjektif, karena 

memang nilai ketertiban umum dan kesusilaan pada dasarnya bersifat relatif.42 

 

2.1.2. Sumber Hukum Perseroan Terbatas 

Pada awalnya keberadaan Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 35-36 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam perkembangannya, 

aturan-aturan yang terdapat dalam KUHD tersebut dianggap sudah tidak dapat 

menampung perkembangan dalam dunia usaha, sehingga pemerintah 

mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

Setelah diberlakukan kurang lebih selama dua belas tahun, Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan 

kebutuhan masyarakat dalam dunia usaha. Hal ini disebabkan karena keadaan 

ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang telah 

berkembang pesat khususnya pada era globalisasi. Meningkatnya tuntutan 

masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan 

pengembangan dunia usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang 

baik (good corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, pemerintah 

memberlakukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan 

Terbatas. 

Mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan, diatur pada 

Pasal 4 UUPT 2007, yang menyatakan bahwa: “Terhadap Perseroan berlaku 

undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.”43 

 

Selanjutnya penjelasan Pasal 4 tersebut menyatakan:44 

                                                            
42  Ibid., hlm. 64. 
 
43 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, op. cit., pasal 4. 
 
44  Ibid., penjelasan pasal 4. 
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a. Selain dari UUPT 2007, Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-

undangan lain tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati 

asas itikad baik, asas kepatuhan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik 

dalam menjalankan Perseroan. 

b. Sedang yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya, meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan 

pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, 

peraturan lembaga keuangan. 

Bertitik dari ketentuan Pasal 4 UUPT 2007 dan penjelasannya, dapat 

dikemukakan hal-hal berikut:45 

1. Ketentuan hukum yang mengikat terhadap Perseroan 

Apabila ketentuan Pasal 4 UUPT 2007 dihubungkan dengan penjelasan pasal 

tersebut, dapat dideskripsi urutan hukum yang berlaku dan mengikat kepada 

Perseroan, yang terdiri atas: 

a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

sebagai ketentuan dan sekaligus aturan pokok Perseroan. 

b. Anggaran Dasar Perseroan (AD) 

c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan, 

meliputi: 

1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan jalannya 

perseroan diluar peraturan pelaksanaan. 

2. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan jalannya 

Perseroan di luar Peraturan Pelaksanaan 

a. Peraturan perundang-undangan perbankan 

b. Peraturan perundang-undangan perasuransian 

c. Peraturan perundang-undangan lembaga keuangan 

3. Asas-asas hukum 

Menurut penjelasan Pasal 4 selain daripada peraturan perundang-

undangan yang disebut di atas, setiap perseroan harus menaati asas-

asas hukum yang terdiri atas: 

                                                            
45  Harahap., op.cit., hlm. 84-86.  
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a. Asas itikad baik 

b. Asas kepantasan 

c. Asas kepatutan 

d. Prinsip tata kelola Perseroan yang baik 

2. UUPT 2007 lebih unggul daripada Anggaran Dasar 

Pada alinea ketiga Penjelasan Pasal 4 UUPT 2007, dikatakan bahwa: “Dalam 

hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dengan undang-undang ini, 

yang berlaku adalah undang-undang ini.” 

Berdasar penjelasan ini, UUPT 2007 lebih unggul daripada Anggaran Dasar 

Perseroan. Oleh karena itu ketentuan Anggaran Dasar, tidak boleh 

bertentangan dengan UUPT 2007, maka yang berlaku adalah ketentuan 

UUPT 2007. 

Apa yang digariskan dalam alinea ketiga penjelasan pasal 4, bukan hanya 

berlaku terhadap UUPT 2007 saja. Akan tetapi, berlaku terhadap semua 

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jalannya 

Perseroan. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

jalannya perseroan, lebih unggul dari Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena 

itu, apabila terdapat ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan 

salah satu peraturan perundang-undangan maka yang berlaku adalah 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan kata 

lain, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya 

Perseroan lebih unggul dari Anggaran Dasar Perseroan. 

Ketentuan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan UUPT 2007, peraturan 

pelaksana UUPT 2007 dan peraturan perundang-undangan lain yang 

berkaitan dengan jalannya perseroan, dianggap tidak pernah ada. Oleh karena 

itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, ketentuan itu “batal 

demi hukum” dan tidak mengikat. 

3. Tidak semua ketentuan UUPT 2007 bersifat memaksa 

Meskipun UUPT 2007 digolongkan sebagai bagian hukum ekonomi yang 

khusus mengatur bidang hukum Perseroan, tidak semua ketentuan yang 

terdapat di dalamnya bersifat hukum memaksa. Banyak diantara substansinya 

yang bersifat hukum mengatur. 
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2.1.3. Pendirian Perseroan Terbatas    

Di Indonesia, untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas harus memenuhi 

syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan 

Terbatas. Proses pendirian Perseroan Terbatas dapat dibagi menjadi dua tahapan, 

yaitu masa persiapan dan masa pengurusan status badan hukum. 

Pendirian Perseroan diatur dalam Bab II, bagian kesatu UUPT 2007, 

dimana terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian Perseroan 

sah sebagai badan hukum yang terdiri atas:46 

a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih 

Pengertian pendiri menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil 

bagian dengan sengaja untuk mendirikan perseroan. Selanjutnya orang-orang 

itu dalam rangka pendirian, mengambil langkah-langkah yang penting untuk 

mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan 

peraturan perundang-undangan. Jadi syarat pertama, pendiri Perseroan paling 

sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak 

mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri. 

b. Pendirian berbentuk akta notaris 

Syarat kedua yang juga diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 adalah cara 

mendirikan Perseroan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, yaitu: 

1. Berbentuk akta notaris, tidak boleh berbentuk akta bawah tangan. 

2. Keharusan Akta Pendirian mesti berbentuk akta notaris, tidak hanya 

berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian perseroan, tetapi sekaligus 

bersifat dan berfungsi sebagai solemnitas causa yaitu apabila tidak dibuat 

dalam Akta Notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, 

sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh Pemerintah 

dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

c. Dibuat dalam bahasa Indonesia 

Hal lain yang harus dipenuhi Akta Pendirian yang digariskan Pasal 7 ayat (1) 

adalah syarat material yang mengharuskan dibuat dalam bahasa Indonesia.. 

                                                            
46   Harahap, op. cit., hlm. 161. 
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Semua hal yang melekat pada Akta Pendirian, termasuk Anggaran Dasar dan 

keterangan lainnya, harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini 

bersifat memaksa. Oleh karena itu tidak dapat dikesampingkan oleh para 

pendiri maupun oleh Menteri. 

d. Setiap pendiri wajib mengambil saham 

Pada saat pendiri menghadap Notaris untuk dibuat Akta Pendirian, setiap 

pendiri sudah mengambil bagian saham Perseroan. Kemudian hal itu dimuat 

dalam Akta Pendirian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c yang 

mengharuskan memuat dalam Akta Pendiri tentang nama pemegang saham 

yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal 

saham yang telah ditempatkan dan disetor. 

Dengan demikian, agar syarat ini sah menurut  hukum, pengambilan saham 

itu, harus sudah dilakukan setiap pendiri Perseroan pada saat pendirian 

Perseroan itu berlangsung. Tidak sah apabila dilakukan sesudah Perseroan 

didirikan. 

e. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007, agar suatu Perseroan sah 

berdiri sebagai badan hukum, harus mendapat pengesahan dari Menter. 

Pengesahan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang disebut 

Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan. 

 
Tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh Keputusan 

Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri diatur lebih lanjut pada Pasal 9 

dan Pasal 10 UUPT 2007, dan Bab II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 yang 

terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 tentang Tata Cara Pengajuan 

Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, 

Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian 

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan 

(selanjutnya disebut PERMEN No. M-01-HT 01-10/2007).47 

 

                                                            
47  Ibid., hlm. 174. 
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2.1.4. Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha 

Bentuk usaha adalah badan usaha yang berfungsi sebagai organisasi yang 

menjalankan kegiatan usaha. Bentuk usaha tersebut harus memenuhi persyaratan 

yang diatur oleh undang-undang. Setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan 

undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah atau disebut juga 

mempunyai legalitas bentuk usaha. Bentuk usaha dapat berupa: 

1. Persekutuan badan hukum, seperti perseroan terbatas dan koperasi 

2. Persekutuan bukan badan hukum, seperti firma persekutuan komanditer 

3. Perseorangan, seperti usaha perdagangan, usaha pelayanan dan lain-lain.48 

Bentuk usaha tersebut dapat diketahui dengan jelas dalam akta pendirian 

setiap perusahaan. Akta pendirian perusahaan memuat anggaran dasar perusahaan 

yang bersangkutan. 

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi 

syarat operasional usaha. Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut 

dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. 

Legalitas kegiatan usaha yang dimaksud terdiri atas bukti tanda daftar usaha 

perdagangan (TDUP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Kedua bukti 

legalitas kegiatan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian 

dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian 

TDUP dan SIUP.49 

Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu bentuk legalitas usaha 

yang dibuat dihadapan notaris. Akta pendirian perusahaan badan hukum perlu 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut akan 

diterbitkan berdasarkan atas pertimbangan bahwa telah dilakukan penelitian 

terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapnya serta 

                                                            
48  Abdulkadir  Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, cet. 4, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2010), hlm. 329 
 
49 Ibid, hlm. 329-330.  
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salinan akta pendirian yang bersangkutan dan telah dipenuhinya syarat-syarat dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.50 

Suatu perusahan dinyatkan sebagai perusahaan yang sah apabila 

perusahaan yang bersangkutan tercantum dalam daftar perusahaan, yang disebut 

perusahaan terdaftar. Ketentuan yang mengatur adalah ketentuan Undang-undang 

Nomor 3Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-undang ini 

diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian 

dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/I/1988.51 

Pihak penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan adalah Kantor Pendaftaran 

Perusahaan. Menteri  Perindustrian dan Perdagangan menunjuk Direktur Jenderal 

Perdagangan Dalam Negeri sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan dan 

pelaksanaan wajib daftar perusahaan. Direktorat Pendaftaran Perusahaan pada 

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ditunjuk selaku penyelenggara 

Wajib Daftar Perusahaan di tingkat pusat.52 

 

2.1.5. Kewajiban Pengurusan Oleh Direksi Sebagai Organ Perusahaan 

Direksi sebagai organ yang bertindak mewakili dan melakukan pengurusan 

korporasi sehari-hari berkewajiban untuk meningkatkan nilai ekonomis dari 

korporasi. Untuk mencapai tujuan tersebut direksi harus diberi kewenangan-

kewenangan yang mendukung untuk tercapainya hasil yang optimal dalam 

pengurusan korporasi. Sejalan dengan pemberian kewenangan yang diberikan 

tersebut, direksi juga diembankan tanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai 

wakil dan pengurus korporasi.53 

Kekuasaan dan kewajiban anggota Direksi biasanya ditentukan dalam 

Anggaran Dasar Perseroan. Akan tetapi tanpa mengurangi apa yang diatur dalam 

Anggaran Dasar, UUPT 2007, telah mengatur pokok-pokok kewajiban dan 

                                                            
50  Rudhi Prasetya, Teori dan Praktik Perseroan Terbatas, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika: 

2011), hlm. 110.  
 
51  Muhammad., op. cit., hlm. 336.  
 
52  Ibid., hlm. 339. 
 
53  Freddy Harris dan Teddy  Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, cet. 1, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 42- 43. 
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tanggung jawab yang harus dilakukan angota Direksi dalam melaksanakan 

pengurusan Perseroan, antara lain: 

1. Wajib dan bertanggung jawab mengurus perseroan 

2. Wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung 

jawab 

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 5 UUPT 2007 yang menyatakan 

bahwa “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”, maka direksi memiliki 

dua fungsi utama yaitu fungsi pengelolaan (manajemen) dan fungsi representasi 

(perwakilan). Fungsi pertama dan fungsi kedua pada dasarnya bersifat saling 

melengkapi. 54 

Fungsi pertama menempatkan direksi sebagai pihak yang bertanggung 

jawab terhadap maju mundurnya perusahaan, khususnya dalam mewujudkan 

tujuan perusahaan. Agar direksi dapat melakukan pengelolaan perusahaan, maka 

pada dirinya harus dilengkapi otoritas untuk dapat melakukan tindakan-tindakan 

hukum. Dengan kata lain, ia harus dapat bertindak sebagai subjek hukum.55 

Fungsi kedua, yaitu fungsi representasi sejatinya menjadi perwujudan 

subjek hukum yang melekat pada Perseroan sebagai subjek hukum. Dengan 

fungsi representasi ini, direksi yang melakukan perbuatan hukum tidak dalam 

kapasitas sebagai pribadi tetapi bermetamorfose pada Perseroan. Dalam fungsinya 

yang demikian, seringkali dikatakan bahwa direksi menjadi personifikasi dari 

Perseroan Terbatas. Hal ini untuk mempertegas bahwa Perseroan sebagai subjek 

hukum sejatinya hanya merupakan konstruksi hukum. Ia hanya dapat dipahami 

secara virtual melalui konstruksi berfikir yang kemudian dikukuhkan dan diakui 

eksistensinya secara yuridis.56 

Sifat hubungan antara direksi dan perseroan adalah hubungan yang 

didasarkan pada kepercayaan. Hubungan ini melahirkan kewajiban fidusia bagi 
                                                            

54  Budiyono. op.cit., hlm. 167. 
 
55  Ibid,. 
 
56  Ibid., hlm. 168.  
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Direksi, yaitu untuk bertindak berdasarkan itikad baik, transparan,dan wajar. 

Ketiga kewajiban fisudia ini seringkali disebut sebagai duty of loyalty.57 

 

2.1.6. Prosedur Perizinan Perseroan Terbatas 

Pada prinsipnya untuk menjalankan usaha di Indonesia diperlukan adanya 

izin usaha dari Pemerintah. Izin untuk menjalankan usaha inilah biasanya dikenal 

sebagai Izin Usaha. Lembaga izin usaha di Indonesia bermula sejak 

dikeluarkannya Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934. Ordonnantie ini 

diterbitkan sekitar tahun 1933-1934, yaitu pada waktu dunia pada masa itu 

ditimpa oleh suatu depresi, suatu zaman malaise, suatu keadaan di berbagai negara 

mengalami kesukaran-kesukaran dalam kehidupan perekonomiannya, termasuk 

Hindia Belanda. Untuk mengatasi keadaan ini, maka pemerintah Belanda merasa 

perlu mengadakan pengaturan bagi yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah 

Hindia Belanda.58 

Maksud diadakannya peraturan tersebut adalah sedemikian rupa agar 

perusahaan-perusahaan yang telah ada dapat terjamin kelangsungan hidupnya. 

Maka untuk sektor-sektor bidang usaha yang dianggap telah mengalami 

kejenuhan pemasarannya, dilarang didirikan. Bahkan untuk perusahaan di sektor 

yang bersangkutan sudah jenuh pemasarannya, dilarang untuk melakukan 

perluasan kecuali dengan izin dari Pemerintah. Maksudnya tidak lain agar dapa 

dikurangi persaingan di antara perusahaan yang telah ada demi tidak terganggu 

kelangsungan hidupnya akibat persaingan yang makin tajam.59 

Pejabat yang berwenang memberikan izin dimaksud adalah Menteri 

Perindustrian yang kemudian dalam perkembangannya ditentukan berwenang 

oleh berbagai Departemen sesuai dengan sektor kegiatan usaha yang 

bersangkutan. Demikian antara lain untuk sektor usaha perdagangan atau 

perekonomian termasuk yang bergerak di bidang jasa menjadi wewenang dari 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Untuk sektor-sektor yang berhubungan 

                                                            
57 Ibid., hlm.169. 
  
58 Prasetya, op.cit., hlm. 68-69.  
 
59  Ibid., hlm. 69. 
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dengan pengangkutan dan telekomunikasi oleh Departemen Perhubungan. Untuk 

lembaga-lembaga keuangan oleh Menteri Keuangan.60 

Setelah dibuatnya akta pendirian oleh notaris yang memuat hal-hal 

sebagaimana diatur dalam UUPT 2007,maka diajukan permohonan untuk 

memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum secara 

elektronik. Adapun tata cara yang diatur dalam UUPT 2007 bahwa para pendiri 

secara bersama-sama atau dengan memberikan kuasa kepada notaris mengajukan 

permohonan tersebut dengan mengisi format isian secara elektronik yang memuat: 

(a) nama dan tempat kedudukan persero; (b) jangka waktu berdirinya perseroan; 

(c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; (d) jumlah modal dasar, 

modal ditempatkan dan modal disetor; serta (e) alamat lengkap perseroan, yang 

terlebih dahulu harus dilakukan pengajuan nama perseroan.61 

Permohonan secara elektronik harus dilengkapi dengan keterangan 

dokumen pendukung dalam hal format isian. Jika keterangan mengenai dokumen 

pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

maka akan dikeluarkan pernyataan tidak keberatan menteri. Dalam jangka waktu 

tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, pemohon wajib 

menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen 

pendukung. Setelah dokumen fisik diserahkan secara lengkap, maka paling lambat 

empat belas hari sejak diserahkan, menteri akan menerbitkan keputusan tentang 

pengesahan badan hukum perseroan.62 

Setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum, maka perseroan tersebut 

harus memenuhi asas publisitas, yaitu dengan mendaftarkan perseroan ke dalam 

daftar perseroan yang diterbitkan dan diselenggarakan oleh Menteri. Ketentuan 

daftar perseroan yang diatur dalam UUPT 2007 ini berhubungan dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Kep/1998 tentang 

penyelenggaraan wajib daftar perusahaan. Kegiatan pendaftaran tersebut diadakan 

                                                            
60  Ibid., hlm. 70.  
 
61  Harris dan Anggoro. , op.cit., hlm. 21-22. 
 
62  Ibid,. 
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oleh menteri perindustrian dan perdagangan (sekarang menteri perdagangan). 

Peraturan tersebut mensyaratkan setiap korporasi wajib mendaftarkan 

korporasinya berdasarkan akta-akta yang telah diotorisasi oleh Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. Otorisasi tersebut meliputi; akta pendirian sesuai dengan 

pengesahan menteri kehakiman, akta perubahan anggaran dasar dan surat 

persetujuan menteri; atau akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada 

menteri.63 

Adapun tujuan dari pendaftaran perusahaan yang diatur dalam Undang-

undang Wajib Daftar Perusahaan ini adalah untuk mencatat bahan-bahan 

keterangan yang dibuat secara benar dari suatu korporasi dan merupakan sumber 

informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas 

korporasi yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin 

kepastian berusaha. Oleh karena itu, setiap korporasi termasuk korporasi asing 

yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik 

Indonesia dan memiliki izin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.64 

Sebelum pendaftaran dilakukan, pemilik atau pengurus perusahaan yang 

bersangkutan wajib memenuhi syarat-syarat yang diperlukan menurut undang-

undang. 

 

2.1.7. Bentuk Usaha Media Cetak 

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat 

dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang 

meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu 

sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers 

berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang 

Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pers.65 

Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah 

satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting 

                                                            
63  Ibid., hlm. 27-28. 

 
64  Ibid., hlm. 28.  

 
65  Indonesia, Undang-Undang Pers, UU No. 40 Tahun 1999, LN  No. 166 Tahun 1999. 

TLN. No. 3887, Penjelasan Umum.   
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dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pers 

yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga 

sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa 

setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang 

berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan 

pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, 

dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran 

melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.66 

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, 

maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. 

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers 

menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan 

terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain; oleh 

setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-

lembaga kemasyarakatn seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan 

Pers dengan berbagai bentuk dan cara.67 

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, 

suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk 

lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis 

saluran yang tersedia.68 

Komunikasi massa adalah salah satu bentuk komunikasi yang 

menggunakan media massa sebagai alat berkomunikasi. Dalam ilmu komunikasi, 

media atau lengkapnya media massa adalah sarana atau alat dalam komunikasi 
                                                            

66  Ibid,. 
 

67  Ibid,.  
 

68  Indonesia. UU No. 40 Tahun 1999, op.cit., Pasal 1 angka 1.  
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massa. Media massa dilihat sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan kepada 

sejumlah orang yang tersebar di banyak tempat.69 

Media massa telah mempengaruhi hampir semua sisi kehidupan manusia 

moderen. Media massa mempengaruhi cara berpikir kita tentang apa yang baik 

dan apa yang buruk. Fungsi dari media massa itu sendiri antara lain:70 

1. Fungsi Informasi 

Media telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat 

2. Fungsi Agenda 

Melalui media agenda kerja manusia ditentukan.  

3. Fungsi Penghubung Orang 

Media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia satu dengan manusia 

yang lain. Tidak hanya dalam arti informasi berita, tetapi juga informasi lain 

yang ada dalam surat kabar akan berisi tentang orang di daerah lain. Kasus 

bencana alam di Aceh tahun 2004 adalah salah satu contoh fungsi media 

sebagai penghubung dunia luar dengan kawasan bencana, karena komunikasi 

antara Aceh dan dunia luar terputus. 

4. Pendidikan 

Media massa sedikit banyak memberikan pesan tentang pendidikan. 

5. Fungsi Membujuk 

Media mempunyai kekuatan untuk membujuk atau merayu pembacanya 

melalui iklan. 

6. Fungsi Menghibur  

Fungsi ini sangat kental pada media penyiaran. 

 
Bagi media cetak, sebagian besar fungsi-fungsi yang diuraikan di atas 

dijalankan oleh pers. Bagian terbesar media massa cetak adalah hasil karya pers 

yang disebut dengan karya jurnalistik. Media cetak sebenarnya meliputi seluruh 

barang cetakan termasuk buku. Namun dalam perkembangannya, pengertian 

                                                            
69  Hari Wiryawan, Dasar-dasar Hukum Media, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007), hlm. 42.  
 

70  Ibid., hlm. 60.  
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media cetak mengerucut menjadi surat kabar atau majalah atau tabloid, karena 

ketiganya lebih banyak memiliki kesamaan dengan komunikasi massa.71 

 Perusahaan Pers menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. 

Dalam hal ini berarti perusahaan pers harus berbentuk Perseroan Terbatas, 

Yayasan atau Koperasi. Adapun cara pendirian perusahaan media ini sama dengan 

pendirian bentuk usaha dalam bentuk badan hukum lainnya. 

 

2.2. TINJAUAN DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS 

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan 

pembuatan alat bukti berupa akta.  Keberadaannya di nusantara sejak zaman 

kolonial Belanda mendasarkan pada Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie 

(Stb. 1860 Nomor 3). Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga 

diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris.72 

Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta 

yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung jawab 

untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu diperlukan suatu 

tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-

norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, 

sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang notaris 

harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, 

yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris. 

Seorang notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita 

luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.73 

 

                                                            
71  Ibid., hlm. 62.  
 
72  Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, cet. 2, (Yogyakarta: UII 

Press, 2010), hlm. 101. 
 
73  Putri A.R., Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, cet. 1 (Jakarta: Sofmedia, 2011), 

hlm 5. 
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2.2.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum 

Salah satu tugas utama, kewenangan atau kekuasaan dari negara adalah 

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat umum. Pelayanan negara 

kepada masyarakat umum itu dibagi menjadi dua bagian besara secara mendasar 

dan prinsipil yaitu:74 

1. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik; dan 

2. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata. 

 
Negara di dalam menjalankan fungsingya dan tugas utamanya di dalam 

meberikan pelayanan kepada masyarakat umum, mutlak diperlukan adanya organ 

negara, organ negara adalah suatu lembaga atau institusi yang menjalankan 

fungsi-fungsi negara untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat umum. Organ 

negara yang mewakili, serta bertindak untuk dan atas nama negara, di dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tadi, maka:75 

a. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik, dilakukan 

oleh organ negara yang disebut dengan pemerintah atau eksekutif, juga 

dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi 

Negara atau dalam arti khusus pegawai negeri. Organ negara yang disebut 

pemerintah atau eksekutif juga dikenal sebagai Pejabat Tata Usaha Negara 

yang mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban serta kekuasaan untuk 

memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum 

akan tetapi terbatas hanya dalam bidang hukum publik saja. 

b. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata atas suatu 

negara dilakukan oleh organ negara yang disebut pejabat umum, baik 

eksekutif atau pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara maupun pejabat 

umum, sama-sama organ negara dan juga keduanya sama-sama menjalankan 

tugas publik, akan tetapi Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum hanya dalam bidang 

hukum publik saja, sedangkan pejabat umum yang  juga organ negara 

mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum 

                                                            
74  Sjaifurrachman., op. cit., hlm. 53.  
 
75  Ibid,.  
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hanya dalam bidang hukum perdata saja, karena pejabat umum bukan Pejabat 

Tata Usaha Negara dan sebaliknya Pejabat Tata Usaha Negara bukan pejabat 

umum. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya yurisprudensi dari Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor: 62/K/TUN/1998 

 
Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum 

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai 

pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah 

diberikan kepada pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.76 

Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter 

pembuatnya, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi 

wewenang untuk membuat akta. Pada asasnya setiap orang yang diangkat sebagai 

Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik, tanpa 

kecuali sepanjang tidak ditunjuk pejabat lain oleh undang-undang yang secara 

tegas memberikan kewenangan kepada pejabat lain tersebut.77 

 

2.2.2. Bentuk dan Jenis Serta Fungsi Akta Notaris 

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai 

alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan 

yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan 

dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi 

dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Sedangkan akta 

dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Membuat akta 

otentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang notaris.78 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut dengan akta 

dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap adanya perbuatan hukum yang telah 

                                                            
76  Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UUJN, cet. 3, 

(Bandung: Refika Aditama, 2011), (selanjutnya disebut Buku I), hlm. 40. 
 

77  Sjaifurrachman. op.cit., hlm 9. 
 
78  Anshori, op.cit., hlm. 17. 
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dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka akta tersebut harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:79 

1. Surat itu harus ditandatangani; 

2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau 

perikatan; dan  

3. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti. 

Akta Notaris atau akta otentik, yaitu akta yang pembuatannya dari awal 

dimulai dari tindakan menghadap sampai pada akhir atau penandatanganan akta 

itu semuanya tunduk pada aturan-aturan hukum dalam hal ini tunduk pada 

Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagaimana disebutkan oleh ketentuan Pasal 

1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Mengenai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

pembuatan akta otentik dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Udang-

undang Hukum Perdata yang dirumuskan sebagai berikut:80 

1. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 

Artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang maka salah satu 

unsur akta otentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur dari 

padanya maka tidak pernah ada yang disebut dengan akta otentik. 

2. Akta itu harus dibuat oleh seorang pejabat umum. 

3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang 

untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat. 

Sepanjang mengenai akta para pihak yang dijamin keabsahannya sebagai 

akta otentik harus memuat syarat-syarat sebagai berikut:81 

1. Tanggal dari akta itu 

2. Tanda tangan yang ada dalam akta itu 

3. Identitas dari orang yang hadir. 

4. Bahwa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang 

diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam 

                                                            
79   Sjaifurrachman., op. cit., hlm. 100. 
 
80  Ibid., hlm. 107. 
 
81  G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 1996), 

hlm. 53. 
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bentuk akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri 

hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri. 

 
Menurut pendapat yang umum mengenai keabsahan akta otentik, terdapat 

dua jenis akta otentik  yaitu:82 

1. Akta pejabat ambtelijke acte atau akta relaas 

Akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang 

untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang 

dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya 

diterangkan dalam akta, ciri khas yang tampak pada akta pejabat, yaitu tidak 

adanya komparisi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta 

ini. Notaris juga dilarang melakukan suatu justifikasi (penilaian) sepanjang 

pembuatan akta pejabat, contohnya adalah akta risalah rapat umum pemegang 

saham, akta penarikan undian. 

Pada akta ini, tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi otentisitas dari 

akta. Apabila pihak yang hadir menolak untuk menandantangani akta, maka 

akta tetap merupakan akta otentik. Misalnya pada pembuatan akta berita acara 

rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, para pihak yang hadir 

telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu, maka yang 

menandatangani akta tersebut hanya saksi-saksi dan notaris. 

Kebenaran isi dari akta pejabat ini tidak dapat digugat, kecuali dengan 

menuduh bahwa akta itu adalah palsu. 

2. Akta pihak atau akta penghadap (partij acte) 

Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta 

itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas akta 

dari akta ini adanya komparisi atas keterangan yang menyebutkan 

kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat 

dalam akta, contoh: akta jual beli, akta sewa menyewa, akta pendirian 

perseroan terbatas, akta pengakuan hutang dan lain sebagainya. 

Undang-undang mengharuskan bahwa akta partij, dengan diancam akan 

kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda, harus ditandatangani oleh 

                                                            
82  Sjaifurrachman., op. cit., hlm. 109. 
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para pihak yang bersangkutan atau setidak-tidaknya di dalam akta itu 

diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh 

pihak atau para pihak yang bersangkutan. 

Dalam kaitan dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta, pada akta ini 

dapat digugat isinya, tanpa menuduh akan kepalsuannya, dengan jalan 

menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada 

diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi keterangan itu 

adalah tidak benar.  Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu 

diperkenankan pembuktian sebaliknya. 

  
Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam 

menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta 

notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam 

setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Dalam berbagai macam 

hubungan bisnis, seperti kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial 

dan lain-lain, baik dalam lingkup lokal, regional maupun nasional, kebutuhan 

akan akta otentik sebagai alat pembuktian semakin meningkat. Akta otentik 

menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum 

sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun 

sengketa tersebut pada akhirnya mungkin tidak dapat dihindari, dalam proses 

penyelesaian sengketa tersebut akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis 

terkuat dan terpenuh memberi sumbangan yang nyata bagi penyelesaian perkara 

secara murah dan cepat. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh apa 

yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang 

berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan 

dihadapan persidangan pengadilan.83 

Bahan dasar untuk membangun struktur akta Notaris yaitu berasal dari 

keterangan atau penjelasan para pihak atau hasil wawancara (tanya jawab) dengan 

para pihak dan bukti-bukti yang diberikan kepada notaris, ataupun berdasarkan 

                                                            
83  Undang-undang Jabatan Notaris. op.cit., penjelasan umum. 
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hasil penelitan awal serta negosiasi awal untuk kemudian merumuskan dan 

dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.84 

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk membangun struktur 

akta Notaris, antara lain:85 

1. Latar belakang yang akan diperjanjikan 

2. Identifikasi para pihak (subjek hukum) 

3. Identifikasi obyek yang akan diperjanjikan 

4. Membuat kerangka akta 

5. Merumuskan substansi akta 

 
Akta otentik sekurang-kurangnya mempunyai tiga fungsi, yaitu:86 

a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian tertentu 

b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak 

c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali 

apabila ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan 

bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. 

 

2.2.3. Kode Etik Notaris 

Kode etik sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Sejak dahulu telah 

dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok 

khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi 

pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas 

profesinya. Dengan posisi yang demikian ini orang yang menjalin hubungan 

dengan sebuah profesi memiliki  jaminan atas keperluannya berupa jaminan 

pelayanan pelayanan sesuai dengan lingkup profesi. Kode etik dengan demikian 

memberikan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan dari 

                                                            
84  Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, cet.1, (Bandung: Refika 

Aditama, 2011), (Selanjutnya disebut Buku II), hlm. 37. 
 
85  Ibid,. 
 
86  Sjaifurrachman., op.cit., hlm. 115. 
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perbuatan tercela. Selain jaminan atas mutu profesi, kode etik merupakan sebuah 

kompas yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan.87 

Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh 

perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres 

Perkumpulan dan /atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati 

oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan 

tugas dan jabatan Notaris.88 

Kode etik notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai 

pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam 

bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris 

bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.89 

Menurut Munir Fuady kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting, 

pertama,  bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu 

diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari 

pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi 

fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang 

klien yang menggunakan jasa notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi 

ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban 

yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, 

sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak 

pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat 

diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan moderen.90 

Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat 

moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang 

menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya.  

                                                            
87  Anshori., op.cit., hlm. 161.  
 
88  Ibid., hlm. 162.  
 
89  Ibid., hlm.162. 
 
90  Munir Fuady, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan 

Pengurus, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 133.  
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Kode Etik Notaris dapat diuraikan menjadi beberapa etika yang meliputi:91 

1. Etika Kepribadian Notaris 

Sebagai pejabat umum, notaris: 

a. Berjiwa Pancasila 

b. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris 

c. Berbahasa Indonesia yang baik 

Sebagai profesional, notaris: 

a. Memiliki perilaku profesional 

b. Ikut serta pembangunan nasional di bidan hukum 

c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat notaris 

Selanjutnya dijelaskan bahwa notaris harus memiliki perilaku profesional. 

Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut: 

a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi 

b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun 

imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan 

nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama. 

c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri 

sendiri 

d. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak 

membedakan antara orang mampu dan tidak mampu 

e. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena di dalamnya ditentukan 

segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris, termasuk berbahasa 

Indonesia yang sempurna. 

2. Etika Melakukan Tugas Jabatan 

Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, notaris: 

a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh 

rasa tanggung jawab 

b. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-

undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak 

menggunakan perantara 

c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi 

                                                            
91  Muhammad., op.cit., hlm. 89‐92.  
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d. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku 

3. Etika Pelayanan Terhadap Klien 

Sebagai pejabat umum, notaris: 

a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan 

jasanya dengan sebaik-baiknya 

b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri 

dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan 

dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada 

notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang 

diperlukan 

c. Memberi tahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan 

pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta 

yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak 

tersebut oleh klien yang bersangkutan 

d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat 

e. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu 

dengan cuma-Cuma 

f.   Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu 

membuat akta pada notaris yang menahan berkas itu 

g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata 

menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang 

bersangkutan 

h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk 

ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan 

i.   Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien 

membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseroang agar pindah dari 

notaris lainnya 

j.   Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia 

dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga 

secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain 

untuk berpartisipasi. 
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4. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris 

Sebagai sesama pejabat umum, notaris: 

a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan 

b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik 

moral maupun material 

c. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp 

notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap saling tolong menolong secara 

konstruktif. 

5. Etika Pengawasan 

a. Pengawasan terhadap notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris 

dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan atau Pusat Ikatan Notaris 

Indonesia. 

b. Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam 

peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris ini. 

c. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan 

tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka 

pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus 

dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan 

Notaris Indonesia disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk 

memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran 

yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris, 

yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah 

berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

 

2.2.4. Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik 

dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan 

pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban 

notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung 
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jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, 

maka:92 

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap 

akta yang dibuatnya. 

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap 

kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi 

perbuatan melawan hukum. Konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan 

hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga 

memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan 

pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan 

perbuatan apapun tersebut. Apa yang disebut dengan perbuatan melawan 

hukum memiliki sifat aktfi maupun pasif. Aktif dalam arti melakukan suatu 

perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pasif dalam artian 

tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut 

merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan 

tertentu yang menjadi keharusan, maka pihak lain dapat menderita suatu 

kerugian. 

2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam 

akta yang dibuatnya. 

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN, namun tanggung 

jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan 

pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh 

notaris terhadap UUJN. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh 

notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan 

sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan 

sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. 

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris 

terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. 

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin 

dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan 

pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata untuk 

                                                            
92  Anshori., op.cit., hlm. 34.  
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kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat 

luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan 

kepercayaan antara para pihak, artinya, negara memberikan kepercayaan yang 

besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau 

telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung 

jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral. 

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan 

kode etik notaris. 

Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam 

perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi 

notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, 

masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan notaris akan berkaitan 

dengan elemen-elemen tersebut, oleh karenanya suatu tindakan yang keliru 

dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan 

notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat 

dan negara. 

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama 

terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya 

berjanji menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya 

sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawabnya 

sebagai notaris. Kode etik profesi notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh 

organisasi notaris. 

 
Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum 

memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukan (posisinya) yang tidak memihak dan 

mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu 

pihak”. Notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstantir kehendak para 

pihak berdasarkan keterangan yang beritahukan para pihak kepada notaris atau 

merekam secara tertulis  atas sesuatu yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh 

notaris.  Mengenai kebenaran perkataan atau keterangan  mereka yang 

disampaikan dihadapan notaris seperti yang termuat dalam aktaadalah bukan 

merupakan tanggung jawab notaris. 
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Jabatan Notaris tersebut dapat disebut sebagai profesi jika di dalam 

melaksanakan suatu  pekerjaan dilakukan secara terus menerus dan dilakukan 

dengan suatu standard bidang ilmu tertentu  dengan suatu keahlian khusus yang 

mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual yang dilakukan secara 

bertanggung jawab, profesional, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh 

pendapatan. 

Pekerjaan notaris sebagai suatu profesi mempunyai kriteria sebagai 

berikut:93 

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi) 

Pekerjaan bidang tertentu adalah spesialisasi yang dikaitkan dengan bidang 

keahlian yang dipelajari dan ditekuni. Biasanya tidak ada rangkapan dengan 

pekerjaan lain di luar keahliannya itu. 

2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus 

Pekerjaan bidang tertentu itu berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, 

yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan itu 

ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan yang diakui 

oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Keahlian dan keterampilan 

yang diperolehnya itu dibuktikan oleh sertifikasi yang dikeluarkan oleh 

instansi pemerintah atau lembaga lain yang diakui oleh pemerintah. 

3. Bersifat tetap atau terus menerus 

Pekerjaan bidang tertentu itu bersifat tetap atau terus menerus. Tetap artinya 

tidak berubah-ubah pekerjaannya. Terus-menerus artinya berlangsung untuk 

jangka waktu lama sampai pensiun, atau berakhir masa kerja profesi yang 

bersangkutan. 

4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan) 

Pekerjaan bidang tertentu itu lebih mendahulukan pelayanan daripada 

imbalan (pendapatan). Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan 

bukan berapa bayaran yang diterima. Kepuasan konsumen atau pelanggan 

lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, 

bukan amatir. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan 

adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui 

                                                            
93  Muhammad., op. cit., hlm. 58-61. 
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oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. 

Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila 

konsumen atau pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya. 

5. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat 

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada 

diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, 

artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai 

bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang 

profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan 

tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. 

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan 

pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan 

antar pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan  

layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan 

yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan 

juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti 

berani menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayanannya itu. 

Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang 

membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada 

Tuhan. 

6. Terkelompok dalam suatu organisasi 

Para profesional itu terkelompok dalam suatu organisasi, biasanya organisasi 

profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Bartens 

menyatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat moral (moral 

community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok 

profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai 

profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi. 

Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkan pada nilai moral yang 

tercermin pada keahlian dan keterampilan anggota profesi yang bersangkutan 

bukan karena ketentuan hukum positif. 

 
Berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan pengertian notaris 

yang terdapat dalam UUJN, notaris dalam memangku jabatan dan melaksanakan 
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tugas atau pekerjaannya berdasarkan pengangkatan oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia yang mendapat kewenangan dari negara secara 

atributif. Artinya, profesi notaris merupakan jabatan dan merupakan seseorang 

yang secara akademik memiliki kapasitas untuk mengemban jabatan notaris, oleh 

karena itu profesi notaris merupakan jabatan kepercayaan yang bermartabat. Hal 

inilah yang  membedakan profesi notaris dengan profesi-profesi lainnya. Oleh 

karena itu untuk notaris digunakan istilah profesi jabatan notaris, karena pada 

hakekatnya notaris adalah pejabat yang diangkat oleh menteri yang membidangi, 

dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

 
2.2.5. Pelaksanaan Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya 

Beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas 

jabatan notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang 

baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris. asas-asas 

tersebut adalah sebagai berikut:94 

1. Asas Kepastian Hukum 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara 

normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang 

akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan 

aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para 

pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta 

notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.95 

2. Asas Persamaan 

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-

bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau 

alasan lainnya. Bahkan notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang 

kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana 

hal ini diatur dalam Pasal 37 UUJN. Hanya alasan hukum yang boleh 

                                                            
94  Putri., op.cit., hlm. 21-31.  
 
95  Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan 

Tentang Notaris dan PPAT), cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), (Selanjutnya disebut 
Buku III), hlm. 185.  

Peran notaris..., Febriana Feramitha, FH UI, 2012



55 

 

Universitas Indonesia 

 

dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang 

menghadap notaris.96 

3. Asas Kepercayaan 

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan 

mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat 

dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan 

rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para 

pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang 

memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan atau 

pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya97 

Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa 

oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau 

keterangan dari notaris sehubungan dengan akta yang telah atau pernah dibuat 

oleh atau di hadapan notaris tersebut. 

4. Asas Kehati-hatian 

Asas ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, antara 

lain dalam menjalankan tugas jabatannya notaris wajib bertindak seksama.  

Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat 

dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Notaris harus mempertimbangkan 

dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, meneliti 

semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau 

pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan 

hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus 

memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan 

timbul di kemudian hari.98 Selain itu, setiap akta yang dibuat di hadapan atau 

oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung akta yang 

                                                            
96 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 

Publik, cet. 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), (Selanjutnya disebut Buku IV), hlm. 83. 
 

97 Ibid., hlm. 87. 
 
98  Adjie, Buku III, op.cit., hlm. 188.  
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bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada 

para pihak atu penghadap.99 

5. Asas Profesionalitas 

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu 

pekerjaan (profesi) tertentu,yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu 

pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga 

pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 

yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme 

merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam 

menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang 

diserahkan kepadanya.100 

Profesionalisme dalam profesi notaris mengutamakan keahlian seorang 

notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode 

Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesionalitas  notaris dalam menjalankan 

tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang 

dibuat dihadapan atau oleh notaris. Dimana notaris tersebut harus didasari 

atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu 

lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris, sehingga akta 

yang dibuat di hadapan atau oleh notaris tersebut mempunyai kedudukan 

sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat. 

 

2.3. PERANAN NOTARIS TERKAIT KEWENANGAN DALAM 

MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM PADA WAKTU 

PEMBUATAN AKTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN 

NOTARIS 

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan 

kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang 

ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-

                                                            
99  Ibid., hlm. 186. 

 
100  Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada 

Media,  2006), hlm.151  
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undangan yang mengaturnya. Wewenang notaris terbatas sebagaimana peraturan 

perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan. 

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam 

Hukum Administrasi, wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi atau 

mandat. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru 

kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau 

aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan atau 

pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan 

atau aturan hukum. Mandat  sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan 

wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.101 

Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum 

memperoleh wewengan secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan 

diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh notaris bukan 

berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) 

UUJN, yang dapat dibagi menjadi:102 

a. Kewenangan Umum Notaris 

b. Kewenangan Khusus Notaris 

c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian. 

 
2.3.1. Kewenangan Umum Notaris 

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan 

Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai kewenangan 

umum notaris. Wewenang notaris ini meliputi 4 hal, yaitu:103 

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu, 

yaitu hanya yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa 

akta itu dibuat. 

                                                            
101 Adjie. (Buku I), op. cit., 77-78. 
 
102  Ibid., hlm. 78.  

 
103  Tobing., op. cit., hlm. 49-50.  
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Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, di dalam mana untuk notaris 

sendiri, isteri atau suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari 

notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis 

kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui 

kuasa, menjadi pihak. 

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. 

Bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan 

hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk 

membuat akta otentik. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak 

sah. 

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. 

Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari 

jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia 

memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya) 

Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga 

menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:104 

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW) 

2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 

BW) 

3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 

1405 dan 1406 Kitab Undang-undang Hukum Dagang) 

4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 Kitab Undang-undang Hukum 

Dagang) 

5. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996) 

6. Membuat akta risalah lelang (Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

338/KMK.01/2000, tanggal 18 Agustus 2000,  Pasal 7 ayat (3) yang 

menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat lelang kelas II) 

 
 
 

                                                            
104  Ibid., hlm. 80-81. 
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Sebagai gambaran mengenai ruang lingkup tugas dan wewenang Notaris 

dalam membuat akta otentik, dapat dipahami:105 

1. Bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik itu hanya apabila hal itu 

diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan 

kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan 

notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. 

2. Bahwa kewenangan notaris membuat akta otentik ditentukan dan sangat 

tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan 

melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang 

berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum, mustahil notaris dapat 

mewujudkan suatu akta otentik. 

3. Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa 

adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri 

untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta itu, artinya 

notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara 

jabatan. 

4. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta dibidang hukum publik, 

kewenangannya terbatas pada pembuatan akta-akta dibidang hukum perdata 

saja. Demikian pula notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan 

atau menerbitkan suatu surat keputusan, karena hal itu menjadi kewenangan 

dari Pejabat Tata Usaha Negara. 

 

2.3.2. Kewenangan Khusus Notaris 

Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan khusus notaris 

untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:106 

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan khusus tanggal surat di bawah 

tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 

                                                            
105  Sjaifurrachman, op.cit., hlm. 66.  
 
106  Adjie (Buku I)., op.cit., hlm. 81-82.  
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3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan; 

4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 

6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau 

7. Membuat akta risalah lelang. 

Tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus 

tapi dimasukkan sebagai kewajiban notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN). Dilihat 

secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus 

notaris, karena Pasal 16 ayat (3) UUJN tersebut adalah tindakan hukum yang 

harus dilakukan notaris, yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk In Originali.107 

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut 

dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau 

kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, 

dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara 

Pembetulan tersebut notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.108 

 
2.3.3. Penyuluhan Hukum 

2.3.3.1. Pengertian Penyuluhan Hukum 

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi 

dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat 

sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap 

norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya 

supremasi hukum. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang 

Pola Penyuluhan Hukum. 

 

 

                                                            
107   Ibid,. 
 
108  Ibid,.  
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2.3.3.2. Tujuan Penyuluhan Hukum 

Tujuan penyuluhan hukum itu sendiri bagi masyarakat Indonesia adalah 

sebagai berikut:109 

a. Menjadikan masyarakat paham akan hukum, dalam arti memahami 

ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang 

mengatur kehidupannya sebagai orang-perorangan; 

b. Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga 

setiap warga taat pada hukum dan secara sukarela tanpa dorongan dan 

paksaan dari siapapun, melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana 

ditentukan oleh hukum. 

Kemudian ditegaskan di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang 

Pola Penyuluhan Hukum, bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan 

tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap 

anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai 

warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang 

sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.  

 

2.3.3.3. Penyuluhan Hukum Oleh Notaris 

Selain membuat akta otentik, salah satu fungsi lain yang sedemikian 

penting adalah memberi penyuluhan hukum dan memberikan informasi dalam 

rangka pembuatan akta otentik tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 

(2) huruf e UUJN.   

Penyuluhan hukum yang dimaksud disini bukan untuk masyarakat secara 

umum, tetapi merupakan kewajiban notaris kepada para pihak atau penghadap 

dalam pembuatan akta yang dimintakan kepadanya. Notaris memberikan 

penyuluhan hukum dalam bentuk: Memberi penjelasan, memberi penerangan dan 

memberi pemahaman yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan 

diterapkan di dalam akta 

                                                            
109  Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Tentang Pola Penyuluhan Hukum, cet. 1 (Jakarta: 

Rajawali Press, 1983), hlm. 73-74.  
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Dalam membuat akta otentik tersebut, yang dilakukan notaris adalah 

mengkonstantir kehendak para pihak untuk dinyatakan dalam akta yang dibuat 

oleh atau dihadapannya, agar tidak melanggar Undang-undang, sekaligus agar 

kehendak para pihak tersebut terlaksana secara baik dan benar. Dengan 

melakukan fungsi tersebut, maka notaris tidak pasif yang hanya menerima begitu 

saja apa yang diminta oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta, tetapi juga 

harus berperan aktif dengan membuat penilaian terhadap isi dari akta yang 

dimintakan kepadanya dan tidak segan untuk menyatakan kebenaran atau menolak 

jika kepentingan pihak yang memintanya tidak sesuai dengan kelayakan maupun 

undang-undang.  Fungsi keberadaan notaris didalam memberikan jasanya harus 

pro-aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tegas dan dapat 

menjelaskan secara menyeluruh dan terperinci dengan menggunakan kemampuan 

yang dimilikinya serta pandangan yang luas untuk kebaikan sesama yang 

berlandaskan kebenaran. 

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa Kode Etik Notaris juga telah 

mengatur mengenai etika pelayanan terhadap klien dimana dikatakan bahwa 

sebagai pejabat umum notaris memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat 

menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. 

Sehingga diharapkan dengan penyuluhan hukum ini akan menambah 

wawasan dan pengetahuan dari para pihak yang akan membuat akta untuk 

membuat klausul yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan tidak bertentangan pula dengan keinginan mereka. 

Notaris bukan hanya sebagai juru ketik kliennya, sehingga notaris perlu 

mengkaji apakah yang diminta para kliennya tidak melanggar, bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ketertiban umum dan harus 

memiliki pemikirian menggunakan logika hukum. 

Dalam proses pembuatan akta notaril yang meliputi kebenaran lahiriah, 

kebenaran formil dan kebenaran materil, maka dapat dikatakan notaris juga 

merupakan salah satu dari sumber penemuan hukum selain keputusan hakim. 

Peranan notaris selaku pejabat pembuat akta di bidang hukum keperdataan sangat 
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membantu menentukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul karena 

keberadaan akta itu.110 

Notaris dituntut untuk belajar dan mengikuti perkembangan ilmu hukum 

secara terus menerus dan berkelanjutan serta wajib mempelajari disiplin ilmu 

hukum lain sebagai dasar pijakan membuat akta yang diminta oleh para pihak, 

hingga tidak menyalahi atau bertentangan dengan UUJN, Kode Etik maupun 

disiplin ilmu lainnya.111 

Oleh karena itu, tanggung jawab notaris tidak hanya membuat akta otentik 

saja, namun juga mempunyai kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum. 

Dalam memberikan penyuluhan hukum, notaris harus berkewajiban atau 

bertanggung jawab dengan bersikap jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait sesuai Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-

undang Jabatan Notaris.  

 

2.3.4. Batas Pertanggungjawaban Notaris 

Notaris sebagai profesi diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan 

yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Notaris diharapkan agar dapat bekerja 

sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang memiliki kualitasnya baik. 

Dengan kata lain menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya 

bermutu. Notaris harus mengusahakan agar menguasai tugas dengan sebaik-

baiknya, agar kompeten. Notaris harus terus menerus meningkatkan penguasaan 

atas profesi yang dijalankan. Notaris juga harus bertanggung jawab terhadap 

dampak pekerjaan pada kehidupan orang lain yaitu kepentingan klien, serta 

dampak terhadap kepentingan regional, nasional dan kepentingan negara.112 

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Notaris sebagai pejabat 

umum dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mengangkat sumpah. Sumpah 

merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan 

tugasnya. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUJN dinyatakan bahwa, sebelum 

                                                            
110  Prajitno., op.cit., hlm. 6. 

 
111 Ibid., hlm. 33.  
 
112  Anshori. op.cit., hlm. 61. 
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menjalankan jabatannya notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut 

agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.113 

Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-

pihak yang sengaja datang kehadapan notaris untuk mengkonstantir keterangan itu 

dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan 

bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya. Notaris wajib memenuhi semua 

ketentuan-ketentuan jabatan notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris 

bukan juru tulis semata-mata namun notaris perlu mengkaji apakah yang 

diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik, tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu seorang 

notaris dalam melaksanakan jabatan tersebut harus berpijak kepada UUJN. 

Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan 

dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting untuk menghindari 

secara preventif adanya cacat hukum akta notaris yang dapat mengakibatkan 

hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris, yang dapat merugikan kepentingan 

masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.114 

Secara normatif, peran notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta 

otentik, notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan 

kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta 

notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa 

mengenai isi perjanjian, maka notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban 

dan dalam menuntut suatu hak, karena notaris berada di luar perbuatan hukum 

pihak-pihak tersebut.115 

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung 

jawab atas tindakan  yang dilakukan oleh notaris, namun demikian tidak berarti 

setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat dan 

tanggung jawab notaris. Hukum sendiri memberi batas-batas atau rambu-rambu 

tanggung gugat dan tanggung jawab notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak 
                                                            

113  Sjaifurrachman, op.cit., hlm. 71.  
 
114  Ibid., hlm. 121.  
 
115  Ibid,.  
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ketiga merupakan tanggung gugat dan tanggung jawab notaris. Hal inilah yang 

dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris 

sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat. 

Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung gugat notaris dapat dilihat 

pada ketentuan Pasal 65 UUJN yang menentukan bahwa: “Notaris, Notaris 

Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung 

jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan 

atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”116 

Tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan keotentikan akta yang 

dibuat tersebut dibatasi oleh perbuatan formal dan bukan materil. Dalam 

pembuatan akta pendirian PT, sudah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan, bahwa yang diutarakan oleh para pendiri untuk dituangkan dalam 

anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendirian adalah: 

1. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan 

2. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

3. Jangka waktu berdirinya perseroan 

4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang 

disetor 

5. Jumlah saham, jumlah kualifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham 

untuk tiap klasifikasi. 

6. Susunan, jumlah serta nama anggota Direksi dan Komisaris 

7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS 

8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian 

anggota direksi dan komisaris 

9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen 

 
Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta PT 

secara umum telah ditentukan oleh Undang-undang dan instansi yang terkait 

dengan pembuatan akta PT dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Administrasi 

                                                            
116  Ibid., hlm. 192.  

Peran notaris..., Febriana Feramitha, FH UI, 2012



66 

 

Universitas Indonesia 

 

Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Tanggung jawab tersebut terbatas pada perbuatan formal seperti tersebut diatas. 

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang 

terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum. Sanksi ini berupa 

penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima 

notaris dari gugatan para penghadap apabila akta yang bersangkutan hanya 

mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta yang batal demi 

hukum. Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, 

namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai 

pembuktiannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Suatu 

akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak 

pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat 

dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan 

bunga. Dengan demikian seharusnya suatu akta notaris yang batal demi hukum 

tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi atau 

bunga kepada pihak yang tersebut dalam akta.117 

 
2.4. CONTOH KASUS (Putusan MA No.13/PK/PID/2011 Tertanggal 25 Mei 

2011) 

2.4.1. Uraian Kasus Posisi 

Kasus yang akan diuraikan pada penulisan ini adalah perkara pidana  

dimana dalam perkara pidana tersebut yang menjadi terdakwa adalah saudara EA 

dalam kapasitasnya sebagai Editor in Chief (pimpinan redaksi) atau Direktur 

Operasional PT Velvet Silver Media.  

PT. Velvet Silver Media adalah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta, 

yang mempunyai maksud dan  tujuan berusaha di bidang: perdagangan,  

percetakan dan jasa. PT Velvet Silver Media didirikan pada tahun 2005 

berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 Tertanggal 26 Oktober 2005 yang dibuat di 

hadapan notaris.  

PT Velvet Silver Media ini  telah menandatangani perjanjian kerjasama 

(Memorandum of Understanding) dengan majalah Playboy Enterprises 

                                                            
117  Ibid., hlm. 195-196. 
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Internasional Inc yang berkedudukan di Amerika Serikat. Majalah Playboy ini 

sendiri adalah merupakan salah satu ikon majalah porno di dunia. PT Velvet 

Silver Media adalah pemegang lisensi majalah Playboy Internasional, dan dengan 

demikian PT Velvet Silver Media mempunyai ijin untuk menerbitkan majalah 

Playboy Indonesia. Majalah playboy Indonesia mempunyai kebebasan 

sepenuhnya dalam menentukan artikel dan foto yang akan dimuat, hal ini terlihat 

dari gambar-gambar yang ada, sebagian besar adalah foto-foto dari artis wanita 

yang berasal dari Indonesia. Begitu pula dengan bahasa yang digunakan adalah 

bahasa Indonesia.  

Majalah Playboy adalah majalah dengan segmen untuk pria dewasa, dan 

setelah dilihat materi yang terkandung didalamnya maka tidak sesuai dengan 

kepatutan, norma kesopanan dan norma kesusilaan yang ada dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Reaksi masyarakat (khususnya kaum 

beragama) di Indonesia menunjukkan bahwa penerbitan majalah pornografi ini 

telah menyinggung nilai-nilai susila suatu kelompok tertentu, dan karenanya pula 

telah menyinggung perasaan hukum sekelompok masyarakat tertentu. Karena itu 

penerbitan pornografi dapat digolongkan ke dalam pelanggaran delik susila, yang 

dirumuskan pada Pasal 282 KUHP. 

Terdakwa EA sebagai Editor in Chief atau Pemimpin Redaksi atau 

Direktur Operasional PT. Velvet Silver Media adalah pihak yang bertugas dan 

bertanggung jawab antara lain: memimpin rapat perencanaan isi majalah Playboy 

Indonesia; menentukan dan memilih artikel dan foto yang akan dimuat di majalah 

Playboy Indonesia; mengawasi proses percetakan dalam hal teknis dan quality 

control; serta mengevaluasi produk setelah selesai cetak. Sehingga terdakwa 

bertanggung jawab penuh atas penerbitan majalah Playboy Indonesia. 

Terdakwa EA selaku Direktur Operasional PT Velvet Silver Media 

didakwa melakukan perbuatan yang berdiri sendiri; menyiarkan, 

mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang 

diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar 

perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan 

langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu 

untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang 

Peran notaris..., Febriana Feramitha, FH UI, 2012



68 

 

Universitas Indonesia 

 

banyak. Dengan demikian perbuatan terdakwa EA tersebut diancam perbuatan 

pidana dalam Pasal 282 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto 

Pasal 66 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat 

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Kasus ini telah mendapat putusan di tingkat pertama yaitu Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

tidak dapat diterima, dan  kemudian Penuntut Umum mengajukan banding pada 

Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 09 April 2007 dan telah memperoleh 

putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian 

Penuntut Umum mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung dan telah 

memperoleh putusan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan 

membatalkan putusan Pengadialan Tinggi, kemudian terakhir terpidana 

mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan mendapat putusan. 

 

2.4.2. Pendirian PT Velvet Silver Media Ditinjau dari Ketentuan Perundang-

undangan Yang Berlaku 

PT Velvet Silver Media adalah perusahaan yang salah satu kegiatan 

usahanya bergerak di bidang percetakan, diantaranya adalah kegiatan usaha di 

bidang media massa. 

Perusahaan Pers menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang  Nomor 40 

Tahun 1999 Tentang Pers  yang selanjutnya akan disebut dengan UU Pers adalah 

badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan 

media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya 

yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk mendirikan perusahaan pers 

kewajiban yang harus dipenuhi adalah perusahaan pers tersebut harus berbentuk 

badan hukum yang berarti harus berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan atau 

Koperasi. Perusahaan Pers juga mempunyai kewajiban untuk mencantumkan 

nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang 

bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambahkan nama dan alamat 

percetakan. 
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Ketentuan mengenai Perusahaan Pers sama dengan perusahaan berbadan 

hukum lainnya harus memiliki perijinan, yaitu harus memiliki Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar 

Usaha Perdagangan (TDUP) dan harus juga mendapatkan pengesahan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

PT Velvet Silver Media yang mempunyai lisensi dari Majalah Playboy 

Amerika untuk menerbitkan media yang berbentuk majalah Playboy Indonesia 

adalah sebuah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang akta pendiriannya 

dibuat dihadapan Notaris di Jakarta. 

Sesuai dengan ketentuan dan syarat mengenai pendirian perusahaan, maka 

langkah pertama yang dilakukan pendiri adalah membuat akta pendirian di muka 

notaris. Dalam kasus ini, pendiri PT Velvet Silver Media telah hadir dihadapan 

notaris di Jakarta untuk membuat Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT. 

Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 2007, maka akta pendirian adalah akta 

yang dibuat di hadapan notaris atau berarti berbentuk akta notaris, yang memuat 

dua hal besar yaitu Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan 

pendirian perseroan. Akta ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia. 

Dalam kasus ini,  Anggaran Dasar pada pendirian PT Velvet Silver Media, 

harus sekurang-kurangnya berisi: 

a. Nama dan Tempat kedudukan perseroan 

Pada kasus ini, di dalam akta pendirian, perseroan bernama PT Velvet Silver 

Media dan berkedudukan di Jakarta. Dikatakan bahwa perseroan dapat 

membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di 

luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi 

dan Komisaris. 

Hal ini telah sesuai dengan prinsip umum yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) 

UUPT Tahun 2007 yang menyatakan bahwa perseroan wajib mempunyai 

nama. 

Selain nama, Anggaran Dasar ini juga telah menyebut tempat kedudukan 

perseroan yang sekaligus menjadi kantor pusat perseroan yang berada di 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia, hal ini juga telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 5 UUPT Tahun 2007. 
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b. Maksud dan Tujuan, serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pada Akta Pendirian PT Velvet Silver Media disebutkan bahwa Kegiatan 

Usaha perseroan adalah dalam bidang perdagangan, percetakan dan jasa. 

Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perseroan dapat melaksanakan 

kegiatan usaha sebagai berikut : 

1. Berusaha dalam bidang perdagangan meliputi perdagangan import dan 

ekspor, antar pulau atau daerah, serta lokal, untuk barang-barang hasil 

produksi sendiri dan hasi produksi perusahaan lain. 

2. Berusaha dalam bidang percetakan, meliputi desain cetak grafis, 

percetakan dokumen, majalah-majalah, buletin dan tabloid (media 

massa). 

3. Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak 

4. Berusaha dalam bidang jasa pengangkutan meliputi ekspedisi, 

pengepakan dan pergudangan. 

Apabila dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UUPT 2007 

yang menyatakan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan 

serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, maka pasal 2 

UUPT 2007 ini sebenarnya membatasi maksud dan tujuan serta kegiatan 

usaha Perseroan. 

Pada kasus PT Velvet Silver Media,  jika dikaitkan dengan larangan pertama 

yang menyebutkan bahwa maksud dan tujuan tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan 

permasalahan.  

Namun larangan yang kedua dan ketiga yang menyatakan bahwa maksud dan 

tujuan serta kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum 

dan kesusilaan akan menimbulkan permasalahan. Karena sulit menentukan 

apa yang dimaksud dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Tidak 

ditemukan batasan pengertian yang disepakati semua kalangan. Penilaiannya 
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jadi sangat subyektif, karena nilai ketertiban umum dan kesusilaan pada 

dasarnya bersifat relatif.118 

Artikulasi “kesusilaan” itu sendiri masih mengandung polemik. Sampai 

sejauh mana suatu tulisan atau gambar mengandung suatu pelanggaran 

kesusilaan. Dalam konteks pembatasan dan pendebatan hukum dan tidak 

semata menghasilkan kesimpulan yang memadai dan optimal. Makna ini 

sangat tergantung pada tempat dan waktu, sehingga pada akhirnya 

pendebatan sosiologis akan selalu mendampingi makna yuridis dalam 

mencapai kesimpulan tersebut, baik itu melalui hakim, institusi formal 

ataupun ilmu hukum yang nantinya akan dapat menentukan sesuatu arah dan 

karya apakah merupakan suatu pelanggaran kesusilaan atau tidak.119 

Ada beberapa hal yang patut mendapat perhatian dalam merumuskan apakah 

suatu tulisan atau gambar itu cabul, pornografi atau tidak, antara lain:120 

1. Maksud dan tujuan dari penulis merupakan faktor yang relevan dalam 

menilai sifat dan tulisan yang bersangkutan 

2. Test dari apakah itu cabul (obscenity) adalah dengan melihat tulisan itu 

sebagai keseluruhan. 

3. Ia harus memiliki standard dari pria dewasa  normal bukan dari seseorang 

yang berorientasi dengan seksual ataupun anak-anak. 

4. Literaty (sesuatu yang berhubungan dengan kesusastraan) perlu mendapat 

pertimbangan dalam menilai sifat dari buku-buku tersebut 

5. Cara dan keadaan publikasi itu dilakukan merupakan faktor yang tidak 

dapat diabaikan. 

6. Perlu mendapat tinjauan, apakah tulisan yang bersangkutan mempunyai 

substansi yang bermutu dan mengandung unsur kesenian dan pendidikan 

atau tidak. 

7. Tulisan tidak boleh mengandung suatu pemujaan dari larangan-larangan 

yang berlaku dalam masyarakat dan karena itu tidak mengandung suatu 

pujian, pemujaan mengenai hubungan seks bebas. 
                                                            

118  Harahap., op.cit., hlm. 64. 
 
119  Adjie. Op.cit., hlm. 125.  

 
120  Oemar Seno Adji, Mass Media dan Hukum, cet.2, (Jakarta: Erlangga, 1977), hlm. 129  

Peran notaris..., Febriana Feramitha, FH UI, 2012



72 

 

Universitas Indonesia 

 

c. Jangka waktu berdirinya perseroan 

Jangka waktu berdiri PT Velvet Silver Media telah disebut dengan jelas 

dalam Anggaran Dasar adalah tidak terbatas. Hal ini telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 6 UUPT 2007 

d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang 

disetor. 

Hal ini juga telah dituangkan dalam Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan 

mengenai modal dasar perseroan dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar 

Perseroan mengenai modal ditempatkan. 

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal  31 dan 34 UUPT 2007 

e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham 

untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, nilai nominal 

setiap saham 

Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Anggaran 

Dasar Perseroan. 

f. Susunan, jumlah serta nama anggota Direksi dan Komisaris 

Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan 

g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS 

Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 Anggaran 

Dasar Perseroan. 

h. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian 

anggota Direksi dan Komisaris 

i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen 

Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. 

j. Ketentuan-ketentuan lain menurut UUPT Nomor 40 Tahun 2007 

 
Adapun yang dimaksud dengan keterangan-keterangan lain dalam akta 

pendirian menurut Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 2007 itu meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Nama lengkap, tempat serta tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan 

kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan 

alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai 

pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan 
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b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, 

kewarganegaraan anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang pertama kali 

diangkat 

c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah 

saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. 

 
Pasal 3 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa Pers nasional mempunyai 

fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Namun 

sajian media tersebut harus mempunyai tanggung jawab sosial yang berfungsi 

untuk menjaga moralitas masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Karena 

itu sajian media yang berbau pornografi bukan merupakan fungsi dari media yang 

tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pers tersebut. 

Penggunaan media cetak sebagai alat untuk pemanfaatan pornografi tidak 

dapat diterabas dengan alasan kebebasan informasi atau Hak Asasi Manusia untuk 

memperoleh informasi.  

Pasal 28 C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap 

orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni dan budaya, demi menigkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia.” 

Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 juga telah menyatakan bahwa 

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia menegaskan bahwa “setiap orang bebas mempunyai, 

mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan 

dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan 

nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan 

bangsa.” 

Apabila dihubungkan dengan  ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka 

telah jelas bahwa pornografi termasuk informasi yang dikecualikan untuk tidak 
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dikomunikasikan, dicari, diperoleh, dimiliki, disimpan dan diolah karena tidak 

mungkin dapat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Dengan adanya 

ketentuan ini, pornografi tidak mempunyai korelasi dengan kebebasan untuk 

memperoleh informasi.  

Sajian media yang berisi pesan sosial-politik hendaknya tidak 

mengakibatkan suatu pertentangan sosial dalam masyarakat atau yang sering 

dikenal di Indonesia dengan sebutan “mempertentangkan SARA” (suku, agama, 

ras dan antar-golongan). Tanggung jawab sosial juga berfungsi untuk menjaga 

moralitas masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Karena itu, bentuk sajian 

media yang berbau pornografi merupakan pantangan bagi media yang sehat. Bagi 

media cetak, pertanggungjawaban sosial tersebut merupakan tanggung jawab etik 

atau moral para pengelola media cetak. 

 

2.4.3. Batas Pertanggungjawaban Notaris Pada Pembuatan Akta Pendirian PT 

Velvet Silver Media jika Dikaitkan Dengan Pasal 2 UUPT 2007 

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris seabagaimana tersebut 

dalam Pasal 15 UUJN maka tugas jabatan notaris adalah memformulasikan 

keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan 

aturan hukum yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan  kasus diatas, maka Notaris 

dalam hal ini hanya mengkonstantir keinginan para pihak yang akan mengadakan 

perjanjian, dalam hal ini pembuatan akta pendirian. 

Kehendak penghadap yang tertuang dalam akta secara materil merupakan 

kehendak atau keinginan para pihak sendiri, bukan kehendak notaris, dan tugas 

notaris hanya memberi saran saja, kalaupun kemudian saran tersebut diikuti dan 

dituangkan dalam akta, maka hal tersebut tetap merupakan keinginan atau 

kehendak penghadap sendiri.121 

Secara materil akta, isi akta merupakan keinginan para pihak, tapi dalam 

keadaan atau dengan alasan tertentu, akta tersebut batal demi hukum, yaitu jika 

materi akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum.  

Dalam pendirian suatu perusahaan berbadan hukum, telah dikatakan diatas 

bahwa selain akta pendirian tersebut harus dibuat dihadapan notaris, maka pula 

                                                            
121  Adjie (Buku I)., op.cit., hlm. 139.  
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persyaratan lain yang melibatkan instansi yang berwenang, yaitu mengenai ijin 

usaha yang harus dimintakan kepada menteri terkait baik itu Menteri 

Perindustrian maupun Menteri Perdagangan , pembayaran pajak oleh Direktorat 

Jendaral Pajak serta pengesahan anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian 

tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Sehingga yang bertanggung jawab atas pendirian sebuah perseroan yang 

berbadan hukum tidak hanya dibebankan kepada Notaris, melainkan kepada 

seluruh pihak  maupun instansi yang berwenang memberikan ijin. 

Adapun yang bertanggungjawab terhadap eksistensi dan pelaksanaan 

kegiatan dari suatu PT yang telah berdiri dan disahkan sebagai badan hukum 

adalah instansi terkait yang telah memberikan izin, yaitu Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak yang mengesahkan perseroan 

sebagai badan hukum dengan menerbitkan surat keputusannya dan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan sebagai pihak pemberi izin usaha. 

Pada kasus ini, bila dikaitkan dengan pendirian perseroan terbatas yang 

berbadan hukum, maka tahapan pada proses pembuatan akta adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap Pertama/Tahap Awal 

Notaris harus dapat menilai para penghadap atau para pihak apakah mereka 

telah cakap dan berwenang serta tidak termasuk yang dilarang oleh hukum 

yang berlaku. 

Cakap yang dimaksud disini adalah yang memenuhi ketentuan Pasal 1330 

KUH Perdata, yaitu bukan termasuk orang yang tidak cakap untuk membuat 

suatu perjanjian: 

a. Orang-orang yang belum dewasa 

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 

c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang dan pada umumnya kepada orang-orang yang dilarang membuat 

perjanjian untuk membuat perjanjian oleh undang-undang. 

Berwenang artinya orang yang menghadap adalah orang yang membuat akta 

untuk kepentingan: 

a. Dirinya sendiri 
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b. Selaku kuasa dari seseorang; atau 

c. Selaku kuasa dalam jabatan (direktur, ketua, wali orangtua) atau 

kedudukan (wali pengawas, penggantia atau substitusi, kurator). 

Tidak termasuk yang dilarang, maksudnya adalah penghadap atau pihak yang 

ada didalam akta tersebut bukan notaris sendiri, isterinya atau keluarganya 

sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam 

garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi 

maupun kuasanya. 

2. Tahap Kedua 

Pada tahap ini, pihak pihak yang berkepentingan mengutarakan maksud dan 

tujuannya. Notaris dalam hal ini harus mampu melihat maksud dan tujuan 

pihak-pihak tersebut membuat akta serta perbuatan hukum ini atas dasar 

kesepakatan yang tidak ada unsur keterpaksaan sebagaimana tertulis dalam 

Pasal 1321 KUH Perdata. 

Mengenai isi atau materi dari akta, notaris harus bertanggung jawab bukan 

hanya mengkonstantir dalam arti menuruti kehendak pihak yang memerlukan 

jasanya, tetapi notaris juga harus menggunakan logika hukum (kewajaran), 

peran notaris disini sangatlah penting sebagai pejabat umum yang memiliki 

kualitas sebagai pengemban profesi hukum yang bertanggung jawab kepada 

diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa.  

Notaris dalam tahap ini harus menguasai peranannya sebagai pejabat umum 

agar dapat mengarahkan isi akta agar sesuai dengan kenyataan dan tidak 

berbenturan dengan Undang-undang, hukum adat dan budaya sebagaimana 

telah disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdata. 

3. Tahap Ketiga 

Apabila maksud dan tujuan pembuatan akta tidak melanggar hukum, ideologi 

bangsa, adat istiadat dan budaya maka akan diteruskan dengan meminta dan 

memeriksa kelengkapan dokumen atau data para penghadap baik asli maupun 

fotokopi untuk diteliti kebenarannya. Data pendukung atau dokumen tersebut 

antara lain adalah identitas diri, status keperdataan, surat perijinan, surat 

kepemilikan dan lain-lain. 
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4. Tahap Keempat 

Setelah para penghadap atau para pihak mengerti dan memahami keterangan 

dari notaris dan pihak menyatakan setuju atau mufakat, maka notaris 

menyiapkan dan membuat minuta aktanya, waktu yang diperlukan tergantung 

pada situasi dan kondisi. 

5. Tahap Kelima 

Minuta akta telah siap, di hadapan para pihak dan saksi-saksi dibacakan, 

diterangkan sekali lagi, kemungkinan ada pembetulan dari para pihak atau 

penghadap. Setelah penghadap atau pihak menerima, mengetahui, mengerti, 

memahami dan menyetujui atas apa yang direlatir dalam minuta akta oleh 

notaris, maka dengan segera minuta akta itu diparaf atau dibubuhi cap ibu jari 

tangan  pihak yang tidak mampu memberikan paraf apabila ada perbaikan 

(renvoi) dan ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari tangan pihak yang 

tidak mampu menandatangani, berturut-turut oleh para pihak atau penghadap, 

saksi-saksi dan terakhir oleh notaris. 

Penandatanganan atau pembubuhan cap ibu jari tangan dari akta harus 

diselesaikan para pihak segera setelah pembacaan secara berurutan pada 

waktu dan tempat yang sama, bukan secara terpisah satu sama lain dan waktu 

yang berbeda. 

6. Tahap Keenam 

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum 

Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa 

teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik 

kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-

kurangnya nama dan tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya 

perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jumlah modal 

dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, serta alamat lengkap perseroan. 

Pengisian format isian tersebut harus didahului dengan pengajuan nama 

perseroan. Dalam hal ini pendiri tidak mengajukan sendiri permohonannya, 

pendiri dapat memberikan kuasa kepada notaris. 

Pada tahap ini seharusnya diadakan pemeriksaan kembali mengenai maksud 

dan tujuan dari pendirian perseroan  tersebut, apakah telah sesuai dengan 
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ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku, dan 

apabila maksud dan tujuan tersebut tidak sesuai maka menteri dapat 

menyatakan keberatan. 

7. Tahap Ketujuh 

Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang  

diajukan kepada menteri paling lambat enam puluh hari sejak tanggal akta 

pendirian ditandatangani telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan 

yang bersangkutan secara elektronik. 

Dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal 

pernyataan tidak keberatan atas permohonan, yang bersangkutan wajib 

menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen 

pendukung. 

Apabila semua persyaratan permohonan serta dokumen pendukung telah 

dipenuhi secara lengkap, paling lambat empat belas hari menteri menerbitkan 

Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani 

secara elektronik. 

8. Tahap Kedelapan 

Akta pendirian perseroan yang telah disahkan diberitahukan kepada menteri 

untuk dicatat dalam daftar perseroan dan oleh menteri diumumkan dalam 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Peranan notaris telah selesai dilaksanakan sampai dengan pengumuman 

dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Mengenai pengurusan izin 

terkait dengan kegiatan usaha yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan seperti Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat 

Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat diurus sendiri oleh 

pendiri PT ataupun dapat diwakilkan kepada kantor notaris. 

Apabila dilihat dari tahapan-tahapan tersebut diatas, maka 

pertanggungjawaban notaris jika dikaitkan dengan kasus diatas, maka hanya 

terbatas pada tahap kedua, yaitu pada saat penghadap atau para pihak 

mengutarakan maksud dan tujuannya untuk dinyatakan dalam akta pendirian. 
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Mengenai perizinan yang terkait dalam bidang kegiatan usaha yang bersangkutan, 

penerbitan dan pemberian izin adalah sepenuhnya merupakan kewenangan 

instansi pemerintah yang berwenang. Sehingga apabila terdapat perusahaan yang 

telah berbadan hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, 

tidak dapat menyalahkan notaris, dalam hal ini kewajiban notaris adalah untuk 

memberikan pengarahan dan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta pendirian 

agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
2.4.4. Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengurusan Perseroan 

Dalam ilmu hukum, setiap orang dianggap sebagai subjek hukum yang 

telah memiliki hak dan kewajiban. Setiap manusia, sebagai subjek hukum 

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Namun subjek 

hukum tidak hanya manusia, melainkan badan hukum juga bisa dianggap sebagai 

subjek hukum. 

Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek 

hukum. Biasanya objek hukum berupa benda. Menurut hukum perdata, benda 

adalah segala barang-barang dan hak yang dapat dimiliki oleh orang. 

Berdasarkan batasan yang telah dikenal dalam dunia hukum, maka yang 

menjadi subjek hukum media adalah:122 

a. Pengelola media (redaksi, produser, design grafis) 

Pengelola media adalah orang yang terlibat dalam proses persiapan bahan atu 

materi, pengolahan, penyuntingan dan penerbitan atau penyiaran isi media. 

Mereka yang tergolong disini adalah kalangan redaksi dengan segenap 

jabatannya (wartawan, reporter, editor, pemimpin redaksi, produser, penyiar), 

penanggung jawab iklan, copy writer, desainer, penyunting. 

Para pengelola ini memiliki tanggung jawab yang berbeda secara hukum 

sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu kegiatan media. Dalam 

media cetak, organisasi perusahaan dibagi menjadi dua bagian yaitu bidang 

redaksi yang dipimpin oleh seorang pemimpin redaksi dan bidang bisnis yang 

dipimpin oleh pemimpin perusahaan. Kedua bidang ini dipimpin oleh 

pemimpin umum.  

                                                            
122  Wiryawan., op.cit., hlm. 161-164 
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b. Perusahaan media 

Merupakan lembaga atau organisasi media yaitu badan hukum tempat media 

bernaung. Lembaga atau organisasi media adalah yang bertanggung jawab 

terhadap aspek usaha dan logistik media. Lembaga atau organisasi media 

dapat berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau 

yayasan. Pada dasarnya badan hukum masing-masing lembaga atau 

organisasi media tunduk kepada ketentuan hukum yang mengatur. Untuk 

perseroan terbatas tunduk kepada UUPT 2007, untuk badan hukum koperasi 

tunduk kepada UU Perkoperasian dan untuk yayasan tunduk kepada UU 

yayasan. 

Disamping tunduk kepada ketentuan perundang-undangan tersebut, lembaga 

atau organisasi media tentunya tunduk kepada hukum penyiaran atau hukum 

pers yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

Sedangkan yang menjadi objek hukum media adalah isi media, yaitu:123 

a. Karya jurnalistik atau pers 

Pers atau karya jurnalistik adalah isi media yang sangat penting karena 

memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Pers juga 

merupakan isi media massa yang mempunyai batasan atau ruang lingkup 

yang relatif jelas dan memiliki ukuran-ukuran universal. Meskipun masih 

terdapat perdebatan tentang peran pers dan problem tentang kebebasan pers, 

namun sebagai bagian yang memberi isi pada media, pers memiliki posisi 

yang jelas. 

b. Iklan 

Perbedaan pers dan iklan adalah bahwa pers memberikan isi informasi nyata 

dan disajikan secara objektif. Sedangkan iklan berisi informasi nyata dan atau 

fiktif yang disajikan secara subjektif.  

c. Hiburan 

Salah satu fungsi media massa adalah melakukan fungsi hiburan. Dalam hal 

ini media massa, khususnya media penyiaran sangat erat kaitannya dengan 

fungsi hiburan. Di media cetak yang mengkhususkan diri sebagai media 

                                                            
123  Ibid,.  
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hiburan seperti majalah atau tabloid, maka hampir sepenuhnya berisi tentang 

hiburan. 

 
Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dengan itikad baik 

dan penuh tanggung jawab. Hal ini telah ditegaskan dalam beberapa ketentuan 

yaitu Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007. 

Pengertian umum pengurusan direksi dalam konteks Perseroan meliputi 

tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan 

harta kekayaan Perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau 

menangani bisnis perseroan dalam arti  sesuai dengan maksud dan tujuan serta 

kegiatan perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan 

undang-undang dan Anggaran Dasar kepadanya.124 

Direksi dalam menjalankan pengelolaan perseroan harus berpedoman pada 

kepentingan perseroan, maksud (visi) Perseroan dan tujuan perseroan. Karena 

kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan umumnya bersifat abstrak dan 

terkadang dinamis, maka direksi dilengkapi dengan otoritas untuk bertindak 

secara tepat dalam batas kewenangan yang ditetapkan melalui UUPT dan atau 

anggaran dasar perseroan.  

Kewenangan yang diberikan pada direksi untuk bertindak secara tepat 

bukan tanpa batasan. Pasal 92 ayat (2) UUPT 2007 menegaskan bahwa 

kewenangan direksi dibatasi oleh norma yang telah berlaku dalam UUPT dan 

kesepakatan para pemegang saham yang dituangkan dalam format anggaran dasar 

perseroan. 

Berdasarkan uraian mengenai kewenangan direksi tersebut jika dikaitkan 

dengan kasus yang telah diuraikan diatas maka, EA sebagai direktur operasional  

yang merupakan salah satu organ perseroan, sebagaimana tertuang di dalam 

anggaran dasar, bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional perusahaan, dan  

EA juga sebagai Pemimpin Redaksi dari majalah Playboy, mempunyai tanggung 

jawab terhadap isi majalah, termasuk tulisan, artikel dan gambar yang akan 

ditampilkan, serta bertanggung jawab pula terhadap proses peredaran majalah 

                                                            
124 Harahap., op.cit., 346.  
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tersebut di masyarakat. Untuk menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban 

pidana dari Pemimpin redaksi, ada pada 2 hal pokok, yaitu: 

1. Bahwa pemimpin redaksi mengetahui, kapan gambar atau tulisan tersebut 

layak untuk dimuat dalam majalah tersebut. 

2. Bahwa pemimpin redaksi sadar akan sifat pidana dari isi majalah tersebut. 

untuk menentukan ada atau tidaknya nilai kesadaran pelaku dapat ditentukan 

dari tingkat integritas, edukasi ataupun kemampuan keahlian penilaian 

terhadap tulisan atau gambar yang akan disiarkan tersebut. Pengertian sadar 

dimaksud adalah dalam kaitan dengan unsur “maksud” yang terdapat dalam 

Pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
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BAB 3 

PENUTUP 

 

 

1.1. KESIMPULAN 

 

1. Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang terdapat dalam 

anggaran dasar merupakan syarat formal yang telah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu pada ketentuan Pasal 2 UUPT 2007. 

Dalam pencantuman maksud dan tujuan serta kegitan usaha tersebut, notaris 

terikat pada ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris disini hanya 

menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut ke dalam akta 

pendirian. Pada kasus PT.Velvet Silver Media, di dalam akta pendirian, tidak 

disebutkan secara spesifik mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

yang diantaranya adalah menerbitkan majalah Playboy, karena memang tidak 

disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu 

bukan merupakan tanggung jawab notaris. 

2. Notaris harus berperan aktif dengan membuat penilaian terhadap isi akta yang 

dimintakan kepadanya dan tidak boleh ragu untuk menyatakan keberatan atau 

menolak jika kepentingan para pihak atau penghadap tidak sesuai dan 

melanggar baik peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 

kepentingan para pihak tersebut dinilai melanggar norma yang telah hidup 

dalam masyarakat serta dinilai akan merusak moral bangsa. Pada kasus ini, 

notaris hanya membuat akta sesuai dengan yang dikonstantir oleh para pihak, 

karena didalam akta pendirian tidak disebutkan bahwa salah satu kegiatan 

usaha dari PT.Velvet Silver Media adalah yang bergerak di bidang 

pornografi.  

3. Direksi PT.Velvet sebagai organ perseroan  bertanggungjawab terhadap  

pelaksanaan pengurusan PT yang telah berbadan hukum, dan hal ini telah 

dinyatakan dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) UUPT 2007. Dalam kasus ini 

direktur perseroan bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang 
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melanggar kesusilaan. Dengan demikian direksi dapat dimintakan 

pertanggungjawaban atas pengurusan yang dilakukannya. 

 

1.2. SARAN 

 

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya diharuskan mempunyai wawasan dan 

pandangan yang luas terkait dengan akta yang akan dibuatnya dan dapat 

mengarahkan isi akta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan  dan 

tidak berbenturan dengan hukum adat dan budaya  dan norma-norma yang 

hidup di masyarakat  Indonesia. Sehingga sebagai pejabat umum, notaris 

dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat majemuk. 

2. Pemerintah, dalam hal ini instansi yang berwenang dalam memberikan izin 

yang terkait dengan pendirian perseroan berbadan hukum agar bertindak 

preventif, dengan tidak memberikan izin kepada perusahaan yang mempunyai 

kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 

ketertiban umum dan kesusilaan. 

3. Diharapkan adanya pemahaman mengenai penilaian akan arti kesopanan dan 

kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat baik oleh para profesi hukum 

baik itu hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum maupun notaris 

maupun pihak yang berwenang terkait dengan pemberian izin sehingga dapat 

menerapkan kebenaran yang sesuai dengan harapan masyarakat. 

4. Sebaiknya pembuat undang-undang memberikan penjelasan yang seksama 

mengenai  definisi dari larangan-larangan yang terdapat dalam  ketentuan 

Pasal 2 UUPT mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan 

yang akan didirikan agar dapat diperoleh makna yuridis akan arti ketertiban 

umum dan kesusilaan. 
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